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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis
Tentang Dikabulkannya Gugatan Nafkah Māḍiyah Anak Karena Kelalaian Ayah
dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) di Pengadilan Agama Cimahi Studi Putusan
Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana fakta hukum
dan pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa  putusan Hakim di
Pengadilan Agama Cimahi yang mengabulkan gugatan nafkah Māḍiyah anak
karena kelalaian ayah? dan Bagaimana analisis yuridis tentang dikabulkannya
gugatan nafkah Māḍiyah anak karena kelalaian ayah dalam gugatan balik
(rekonvensi)?

Data dalam penelitian ini dihimpun dari berkas putusan Pengadilan Agama
Cimahi dan wawancara dengan Hakim yang memutus perkara tersebut. Data
tersebut kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis deduktif dengan
menggunakan pola pikir deduktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan hakim PA Cimahi menerima gugatan
nafkah Māḍiyah anak dengan alasan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1),
Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dan diperkuat dengan Pasal 9 dan Pasal 49
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kebutuhan anak pada dasarnya
merupakan kewajiban orang tua terutama ayah. Apabila tidak ada alasan yang
tepat dari ketidak mampuan seorang ayah untuk mengalihkan kewajiban ayah
kepada ibu, maka tidak bisa begitu saja hakim memutuskan bahwa ayah tidak
mampu memenuhi kebutuhan anak, ketidak mampuan ayah dalam memenuhi
kebutuhan anak harus diputus dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, nafkah
lampau anak atau nafkah Māḍiyah anak seharusnya bisa digugat atau dituntut jika
melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana nafkah Māḍiyah
istri yang dapat dituntut. Menurut Hakim yang memutus perkara ini,
Yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan qoul qodim dan tidak relevan jika
digunakan pada masa sekarang jika dihubungkan dengan Undang-Undang
Perlindungan Anak.  Maka dari itu nafkah yang terhutang terhadap anak harus di
bayarkan agar tidak menjadi tindakan penelantaran bagi anak.

Bagi para hakim sebaiknya jika akan memutuskan suatu perkara harus dengan
pertimbangan hukum yang kuat, karena Mahkamah Agung telah memberikan
keleluasaan menggali hukum untuk mewujudkan keinginan masyarakat.
Mendapatkan keadilan seadil-adilnya yakni adil bagi kedua belah pihak dan tidak
memberatkan salah satu pihak tanpa menghilangkan hak-hak orang lain.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari hidup bergantung

kepada makhluk lain. Sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup bersama

dalam suatu pergaulan hidup dan mencari pasangan untuk melanjutkan

kehidupannya.  Perkawinan adalah alternatif manusia dalam memperbanyak

dan melestarikan keturunannya. Berpasang-pasangan adalah salah satu

sunnatullah yang berlaku pada segenap makhluk dan ciptaan-Nya. Allah swt.

berfirman :

ومن كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan  supaya kamu
mengingat akan kebesaran Allah” (QS. az-D{ariyat : 49)1

Sunnah ini berlaku dan bersifat umum dan merata, sehingga tidak

terkecuali baik manusia, tumbuhan dan hewan. Suratan takdir Allah swt. tidak

menghendaki manusia memiliki kesamaan dengan makhluk-makhluk lainnya,

sehingga membiarkan nalurinya berkembang tanpa kendali dan membiarkan

hubungan antara pria dan wanita berjalan dengan liar tanpa peraturan.

Melainkan sebaliknya Allah swt. menetapkan sistetm peraturan yang ideal

agar dapat mengendalikannya. Alhasil, dengan cara itu manusia dapat

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 862
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2

menjaga kehormatan dan melindungi kemuliaannya.2 Dengan artian

sebenarnya Allah menetapakan hubungan antara pria dan wanita yang terjalin

harus menjunjung tinggi kemuliaan berdasarkan keridlaan wanita dengan

melalui proses ijab dan qabul, melalui proses ini Allah swt juga menyalurkan

naluri manusia pada jalur yang aman, menghindari keturunan dari

ketelantaran, melindungi wanita dari perebutan pria-pria yang tidak

bertanggung jawab, menempatkan benih penjagaan dibawah naluri seorang

ibu dan asuhan belas kasih seorang ayah.

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah untuk beribadah kepada

Allah swt. Menjalankan perintah-Nya dan Rasul-Nya. Yaitu menjalankan

kehidupan rumah tangga yang membawa kemaslahatan baik bagi pelaku

perkawinan, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat sekitar. Oleh karena

itu, perkawinan tidak hanya mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan

banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh dituntut menghasilkan

kemaslahatan yang kompleks karena perkawinan tidak hanya masalah

pemenuhan kebutuhan biologis saja.3 Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam

pasal 2 :

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitssaqon gholidzan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

2 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2 diterjemahkan oleh Asep Sobari, et.al., (Jakarta:
al-I’tishom, 2008), 339

3 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 13
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Perkawinan adalah ikatan yang kuat dan mengikat bagi dua manusia

dan berhubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, bukan saja

berhubungan dengan jasmani/rohani saja, maka dari itu suami dan istri harus

benar-benar menjaga ikatan tersebut agar tidak sampai putus ditengah jalan

dengan kata lain mengalami perpisahan yang bukan atas kehendak Allah swt.

Apabila ikatan perkawinan itu putus ditengah jalan, maka tujuan dalam

perkawinan tidak akan tercapai sepenuhnya, dan tidak sepantasnya mereka

merusak ikatan perkawinan mereka sendiri, islam tidak mengikat secara

mutlak perkawinan akan tetapi juga tidak  mempermudah perpisahan atau

perceraian, meskipun Allah swt membolehkan adanya perceraian apabila

perceraian adalah jalan yang terbaik. Seperti dalam firman Allah Q.S al-Nisa:

130

مِّن سَعَتِهِ وكََانَ اللّهُ وَاسِعاً حَكِيماً وَإِن يَـتـَفَرَّ  ١٣٠- قاَ يُـغْنِ اللّهُ كُلا

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan Memberi kecukupan
kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas
(karunia-Nya), Maha Bijaksana.”4

Dari Ibnu Umar ra. Yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah

disahkan oleh Hakim. Rasulullah saw. Bersabda :

ابَغض الحلال الى االله الطلاق
Artinya : Perbuatan halal yang dimurkai oleh Allah adalah talak/perceraian5

Masalah perkawinan yang rumit di masyarakat sampai saat ini adalah

kasus perceraian, meskipun perceraian dalam Hukum Islam di perbolehkan

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 99
5 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 1, (Bairut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 275), 650
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4

dengan catatan jika perceraian merupakan jalan terbaik atas tidak tercapainya

kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ikatan keluarga yang kuat memiliki pengaruh yang besar terhadap keutuhan

atau keretakan keluarga, jika ikatannya kuat, maka akan menyebar kecintaan,

saling pengertian dan kebahagiaan diantara anggota-anggotanya. Sebaliknya

jika ikatannya lemah niscaya hal itu akan berdampak pada kehancuran

keluarga dan anggota-anggotanya akan terjerumus kedalam penderitaan dan

kesengsaraan. Ikatan terpenting adalah ikatan suami dan istrinya. Karena

mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan keluarga secara

keseluruhan.6

Apabila seorang laki-laki dan wanita sudah mengikat diri mereka dalam

ikatan perkawinan maka didalamnya akan timbul yang namanya hak dan

kewajiban, meski pasangan suami dan istri ini sudah resmi bercerai namun

akibat hukum dari perceraian itu pasti ada baik untuk kedua belah pihak

ataupun kepada anak-anak yang lahir didalam perkawinannya. Kewajiban

suami ketika menikah dengan istri dan anaknya yang tidak akan putus meski

telah mengalami perceraian adalah nafkah, maksud nafkah disini ialah

mencukupi segala kebutuhan yang mencakup makanan, tempat tinggal

pelayanan dan obat, meskipun dia orang kaya.7 Seorang laki-laki dikatakan

layak untuk melakukan perkawinan adalah kemampuan suami dalam

memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Nafkah lahir ialah

berupa makanan, minumam, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan nafkah

6 Butsainah as-Sayyid al-Iraq, Menyikap Tabir Perceraian, diterjemahkan oleh Abu Hilmi
Kamaluddin (Jakarta: pustaka Al-Sofwa,2005), 19

7 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, 340
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5

batin ialah memperlakukan istri dan menggaulinya secara baik, kewajiban

membrikan nafkah telah termakktub dalam surat al-Baqarah ayat 233 :

وْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا وَعلَى الْمَ 

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para

ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan

menurut kadar kesanggupannya.”8

Ketika istri sudah bersama dengan suami maka suami wajib menafkahi

istri tanpa diminta oleh sang istri, sebaliknya jika suami sudahh memenuhi

dan mencukupi semua kewajibannya maka istri tidak boleh menentukan

jumlah nafkah.

Untuk berhak menerima nafkah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,

sebagai berikut9 :

1) Akad yang dilakukan sah.

2) Istri menyerahkan diri kepada suami.

3) Istri bersedia digauli suami.

4) Tidak menolak pindah ke tempat baru yang diinginkan suami.

5) Suami dan istri sama-sama dapat menikmati hubungan dengan

pasangannya.

Nafkah adalah bentuk imbalan dari suami kepada istri karena istri

berada di bawah kendali suami dan terbatas dengan hak suami untuk selalu

bersenang-senang dengannya, istri juga wajib taat kepada suami, tinggal dan

8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 57
9 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 2, 342
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6

mengurus rumahnya serta mendidik anak-anaknya. Nafkah menjadi

kewajiban suami ketika istri tidak membangkang atau faktor lain yang

menyebabkan gugurnya kewajiban nafkah. Begitu pentingnya nafkah dalam

menjalankan kehidupan berkeluarga, karena nafkah adalah faktor yang paling

utama dan akan banyak hal yang akan timbul dari tidak terpenuhinya nafkah

seperti halnya perceraian.

Hak dan kewajiban suami dan istri terdapaat dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 7810 :

1) Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap

2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh

suami istri bersama.

Dalam pasal 81 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam juga telah

disinggung masalah tempat kediaman yang pada dasarnya, tempat kediaman

disediakan oleh suami bagi istri dan anak-anaknya ataupun bekas istri yang

masih dalam masa iddah, tempat kediaman berlaku ketika masih dalam ikatan

perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat, tempat kediaman ini

disediakan seorang suami untuk melindungungi istri dan anak dari ancaman

atau gangguan pihak lain sehingga mereka merasa nyaman dan tentram dan

tempat kediaman juga tempat untuk menyimpan harta kekayaan. Allah

menganjurkan agar suami mau menempatkan istri sesuai dengan

kemampuannya Allah swt berfirman QS. al-Ṭalāq ayat 6 :

10 Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Alika, 2016), 20
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7

نُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أوُلاَتِ حمَْلٍ أَسْكِ 
فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ 

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri
yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil,
maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.” (QS.
al-Ṭalāq : 6).11

Berkenaan dengan kewajiban suami dalam memberikan nafkah telah

diperinci dalam KHI pasal 80 ayat (4) “Sesuai dengan penghasilannya suami

menanggung”12 :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi

istri dan anak;

c. Biaya pendidikan bagi anak

Memang besaran nafkah tidak ditentukan kadar beras kecilnya,

melainkan hanya dari kesanggupannya memberikan nafkah. Dalam pasal 80

KHI ayat (7) juga telah disebutkan bahwa kewajiban memberikan nafkah

akan gugur dengan sendirinya apabila istri nusyuz. Jadi nafkah yang

diberikan kepada istri bukan hanya sejak awal perkawinan berlangsung,

Bahkan setelah bercerai pun suami masih berkewajiban member nafkah istri

sebagai nafkah iddah.

Perceraian merupakan jalan yang sering diambil oleh kebanyakan orang

yang dianggap sebagai penyelesaian konflik terus menerus dalam ikatan

perkawinan. Perceraian ialah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum

11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 946
12 Ibid, 21



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8

putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya

dilaksanakan di pengadilan. Selain itu jika dalam perkawinan yang kemudian

diputuskan itu menghasilkan anak-anak, maka perceraian mau tidak mau juga

berdampak psikologis terhadap kejiwaan anak-anak, bahkan keluarga, kerabat

dari masing-masing suami dan istri yang bercerai. Dari perceraian ini maka

akan timbul akibat-akibat hukum didalamnya, mulai akibat hukum terhadap

bekas suami/ istri dan akibat hukum terhadap anak-anaknya. Akibat hukum

perceraian terhadap kedudukan hak, kewajiban bekas suami/istri menurut

pasal 41 huruf C UU No.1 Tahun 1974 ialah pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. 13

Menurut penjelasan Mahmud Yunus, apabila terjadi perceraian antara

suami dan istri menurut Hukum Islam, maka akibat hukumnya ialah

dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya untuk

memberi mutah yang pantas berupa uang atau barang dan memberi nafkah

hidup, pakaian dan tempat kediaman selama mantan istri dalam masa iddah,

serta melunasi maskawin, perjanjian ta’lik talak dan perjanjian lainnya.14

Dalam mengajukan perkara perceraian maka yang berhak memutus

adalah pengadilan baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, sesuai

dengan agama yang dipeluk, sebagai orang islam hendaknya kita mengajukan

perceraian ke Pengadilan Agama. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan

Agama yakni memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat

13Muhammad Syaifudin, et.al., Hukum  Perceraian, cet. 2, (Jakarta timur : sinar grafika 2014),
400

14Mahmud yunus, Hukum Perkawinan Dalam  Islam, (Jakarta : pustaka mahmudiah,1968), 125
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pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan

dalam pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No.

50 Tahun 2009 sebagai berikut : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,

zakat, infaq, shodaqoh, ekonomi syariah.15

Dalam kasus permohonan cerai yang dilakukan oleh suami kepada istri,

apabila istri merasa keberatan dan dirugikan, maka sang istri boleh menuntut

hal yang merugikannya misalnya yakni tentang nafkah yang tidak dibayarkan

atau tidak dipenuhi suami ketika mereka pisah rumah dan belum resmi

bercerai. Penyelesaian gugatan nafkah yang tidak dibayarkan selama masa

perkawinan, maka penyelesaiannya masuk dalam masalah perkawinan yang

kemudian disebut dengan nafkah Māḍiyah (nafkah terhutang atau nafkah

lampau). Pada dasarnya gugatan nafkah lampau anak sudah  yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 608/K/AG/2003 pada tanggal 23 bulan

Maret 2005 dengan jelas bahwa nafkah lampau anak tidak dapat digugat,

dalam pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi mengemukakan:

“Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya

adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak

memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah Māḍiyah anak) tidak bisa di

gugat”

Gugatan atas kasus nafkah Māḍiyah ini dicantumkan dan merupakan

lanjutan dari perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami). Setelah

15Media center, Undang-undang Peradilan Agama RI No 3 tahun 2006, 26
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pengadilan menerima dan memeriksa perkara ini, dan dilakukan sesuai

tahapan-tahapan atau proses beracara sesuai perkara perdata di pengadilan

yakni setelah diadakannya mediasi yang dilaksanakan baik dari pihak

keluarga ataupun Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Selanjutnya pada sidang berikutnya adalah tahap pembacaan

permohonan yang dilakukan Pemohon di muka sidang atas persetujuan

Majelis Hakim dan Termohon, dalam pembacaan Permohonan Pemohon dan

Termohon dianjurkan untuk meneliti petitum dan positanya, karena yang

tercantum dalam surat Permohonan itu yang nantinya menjadi objek

pemeriksaan.

Setelah mendengar permohonan dari pihak Pemohon, Termohon berhak

untuk menjawab permohonan Pemohon. Dalam hal ini Termohon menolak

semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui

oleh Termohon. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat

perkawinan yang sah pada tanggal 20 Januari 1986 yang tercatat di Kantor

Urusan Agama. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon membina

rumah tangga dan berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga)

orang anak, bahwa dikatakan dalam permohonan Pemohon, perselisihan dan

pertengkaran terus menerus terjadi sejak Nopember 2014 dan berdampak

pisah ranjang dan sejak itu tidak berhubungan lagi layaknya suami istri,

kemudian dijelaskan oleh Termohon bawa pertengkaran tersebut bukan sejak

Bulan November 2014 melainkan dari awal mempunyai anak pertama karena

adanya WIL (wanita idaman lain) dan sering terjadi KDRT dan kejadian
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serupa berulang sampai memiliki anak ke 3 dan Pemohon juga memiliki istri

lain yang menyebabkan tidak keberatan untuk mengakhiri pernikahan dengan

Termohon. Bahwa setiap bertengkar Termohon dan anak-anak diusir dan

akhirnya Termohon menyewa tempat tinggal bersama anak-anaknya.

Pada akhirnya dalam gugatan rekonvensi Termohon mengajukan

beberapa permohonan terhadap Tergugat rekonvensi (Pemohon) didalamnya

menuntut pembayaran nafkah terhutang (Māḍiyah) yang tidak diberikan

selama Tergugat rekonvensi yang dengan sengaja telah melalaikan dan

menelantarkan Penggugat rekonvensi (Termohon) dan anak-anaknya

terhitung sejak Bulan Nopember 2014 hingga tahun 2017 tepatnya 3 (tiga)

tahun lamnya. Selain tuntutan mengenai biaya hadlonah (anak yang belum

dewasa), memberi nafkah iddah dan mut’ah.

Pada sidang berikutnya pihak Tergugat rekonvensi (Pemohon)

menjawab atas gugatan rekonvensi yang telah dibacakan pihak Penggugat

rekonvensi (Termohon) di muka sidang, dalam jawabannya Tergugat

rekonvensi menolak gugatan seluruhnya. Kemudian Penggugat rekonvensi

(Termohon) menjawab atas replik yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi

(Pemohon) yang berdalih tetap pada gugatannya.

Pada persidangan berikutnya setelah proses jawab jinawab, selanjutnya

yakni Pemohon dan Termohon diminta menghadirkkan alat bukti oleh majelis

hakim. Pada tanggal 22 Januari 2018 kedua belah pihak membawa alat bukti

berupa alat bukti surat dan saksi yang kemudian diperiksa oleh Majelis

Hakim. Setelah pemeriksaan alat bukti, pada tanggal 19 Maret 2018 Masehi
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yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439H, Pengadilan Agama sesuai

dengan kewenangannya mengadili perkara yang ada pada pengadilan tingkat

pertama dengan membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum,

yang amarnya mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian diantaranya

mengabulkan gugatan rekonvensi atas nafkah terhutang/Māḍiyah anak,

menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak  setiap bulan hingga

anak mandiri, menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mutah.

Dari pemaparan diatas timbul satu permasalahan mengapa Pengadilan

Agama Cimahi memutuskan dengan menerima gugatan atas nafkah terhutang

(Nafkah Māḍiyah)? Apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar hukum yang

digunakan hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk menerima atau

mengabulkan gugatan atas nafkah terhutang (nafkah Māḍiyah) pada No

perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. dalam permohonan cerai talak?

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan antara putusan Hakim

Pengadilan Agama Cimahi yang mengabulkan gugatan nafkah Māḍiyah

dengan Yurisprudensi yang ada, maka penulis memandang perlu menelitinya.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian yang

dapat diduga sebagai masalah.
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi yang dapat

dihimpun dalam penelitian ini adalah :

1. Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d dan f semua biaya hadhanah

dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri

sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat dengan mengingat kemampuan

ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan

anak-anak yang tidak turut padanya.

2. Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

tentang setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam

rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai

dengan minat bakatnya dan juga yang bertanggung jawab atas pendidikan

anak yakni dari Negara, pemerintah, pemerintah daerah, orang tua,

keluarga.

3. Analisis Yuridis tentang diterimanya permohonan penetapan nafkah

Māḍiyah anak karena kelalaian ayah.

4. Dasar pertimbangan hakim tentang diterimanya permohonan penetapan

nafkah Māḍiyah anak karena kelalaian ayah.

5. Dasar putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang diterimanya penetapan

permohonan nafkah Māḍiyah anak.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-

batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini

berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam

ruang lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini karena masalah yang

akan diteliti cukup luas oleh karena itu penulis member batasan sebagai

berikut :

1. Mengetahui alasan atau dasaran hakim mengabulkan gugatan rekonvensi

tentang Nafkah Māḍiyah anak yang terhutang karena kelalaian Ayah

Nomor Perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

2. Menganalisis diterimanya gugatan balik (rekonvensi) nafkah Māḍiyah

anak yang dikabulkan di Pengadilan Agama Cimahi Nomor putusan 8500/

Pdt.G/ 2017/ PA.Cmi.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan

Agama Cimahi dalam memutuskan gugatan nafkah Māḍiyah anak karena

kelalaian ayah dalam gugatan balik (rekonvensi) Nomor perkara

8500/Pdt.G/PA/Cmi?

2. Bagaimana analisis yuridis tentang dikabulkannya gugatan nafkah

Māḍiyah anak karena kelalaian ayah dalam gugatan balik (rekonvensi)

Nomor perkara 8500/Pdt.G/PA/Cmi?
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E. Kajian Pustaka

Permasalahan tentang nafkah Māḍiyah (nafkah terhutang) sebenarnya

sudah sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, hal ini terlihat dengan

terdapatnya pada skripsi sebelumnya. Yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fani Yulianti Fauziyah Tahun 2015 yang berjudul

“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau

Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 608/ AG/ 2003)”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang nafkah

lampau anak yang dilalaikan ayahnya ditolak dengan dasar pertimbangan

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 bahwa nafkah

kepada ayahnya merupakan lil intifa’ (untuk memenuhi kebutuhan) bukan

lil tamlik (untuk kepemilikan).16

2. Skripsi yang ditulis oleh Kurniatullah Silaturahmi Tahun 2015 yang

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan PA Sampang, Nomor

114/Pdt.G/2010/PA.Spg Tentang Hak dan Kewajiban Suami dalam Cerai

Talak”. Dalam penelitianya menjelaskan tentang pandangan hakim

bahwasanya permohon sebagai suami belum dapat memenuhi

kewajibannya kepada istri secara utuh. Kemudian hakim mengabulkan

nafkah iddah dan menolak nafkah Māḍiyah anak karena istri tidak

16 Fani Yulianti Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Gugatan Terhadap Nafkah Lampau
Anak Yang Dilalaikan Ayahnya (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003)”,
(Skripsi— IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2015)
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dianggap nusyuz sehingga layak mendapatkan haknya  dalam gugatan

rekopensinya.17

3. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Nur Iftitah Tahun 2009 yang berjudul

“Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor

1517/Pdt.G/2007/PA.Sda. Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Māḍiyah

Dalam Permohonan Cerai Talak”. Dalam penelitiannya menjelaskan

tentang penolakan nafkah Māḍiyah anak yang diajukan pada gugatan

rekopensi cerai talak denan alasan gugatan kabur dianggap dalam gugatan

rekopensinya tidak jelas sejak kapan tidak member nafkah dan

menganggap nafkah anak adalah tanggungan kedua orang tua, apabila

salah satu tidak dapat memenuhi maka pihak lain yang berkewajiban

memenuhinya.18

Berdasarkan penelitian terdahulu yang kebanyakan putusan dari

pengadilan agama yang ada menolak gugatan Nafkah Māḍiyah anak, maka

kali ini penulis lebih memfokuskan bahasan kepada putusan Pengadilan

Agama Cimahi yang mengabulkan atau menerima permohonan penetapan

nafkah Māḍiyah dalam kasus permohonan cerai talak dengan Nomor perkara

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. sesuai dengan kewajiban suami yang tertulis dalam

Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan yang wajib

17Kurniatullah Silaturrahmi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan PA Sampang
No.114/Pdt.G/2010/PA.Spg Tentang Hak dan Kewajiban Suami Dalam Cerai Talak” (Skripsi—
UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

18Lilis Nur Iftitah, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1517/Pdt.G/PA.Sda. Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Maḍiyah Dalam Permohonan Cerai
Talak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).
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memenuhi nafkah kepada istri dan anak-anaknya ketika awal melakukan

perkawinan. Penelitian ini belum ada yang membahasnya.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tunjuan yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah

sebagaimana berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang diterimanya

gugatan balik (rekonvensi) nafkah Māḍiyah anak karena kelalaian ayah

dalam putusan dengan Nomor perkara 8500/Pdt.G/PA/Cmi?

2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang diterimanya gugatan balik

(rekonvensi) nafkah Māḍiyah anak karena kelalaian ayah dalam putusan

dengan Nomor perkara 8500/Pdt.G/PA/Cmi?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini sekurang-kurangnya akan

bermanfaat  sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan

khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam dengan permasalahan yang

ada pada putusan hakim Pengadilan Agama atas penerimaan gugatan

nafkah terhutang (Māḍiyah)
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2. Aspek Praktis, dapat dijadikan acuan dalam menetapkan putusan tentang

nafkah terhutang (Māḍiyah) di Pengadilan Agama. Dan penelitian ini

berguna dalam bimbingan hakim secara komunikatif, informatif dan

edukatif, khususnya bagi masyarakat wilayah Pengadilan Agama Cimahi.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran istilah yang akan dipakai dalam

penelitian Analisis Yuridis Tentang diterimanya gugatan balik (rekonvensi)

Nafkah Māḍiyah anak Karena Kelalaian Ayah (Studi Kasus Putusan Nomor

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi), perlu dijelaskan definisi operasionalnya dengan

tujuan memperoleh pengertian yang jelas dan batasan-batasan yang tegas

terhadap permasalahannya yaitu :

1. Analisis, ialah penyelidikan terterhadap putusan PA serta gugatan nafkah

Maḍiyah dalam perkara permohonan cerai talak untuk mengetahui

keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk

perkaranya.19 Dilihat dari kacamata undang-undang, KHI dan pandangan

Hukum Islam.

2. Gugatan balik (rekonvensi) ialah gugatan yang diajukan tergugat (istri)

sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajkukan kepada istri, hal

ini yang digugatkan tentang nafkah anak lampau (Māḍiyah).

19 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 43
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3. Nafkah Māḍiyah, ialah nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah

yang pada waktu setelah terjadinya akad nikah sampai diajukannya

permohonan cerai talak, tidak dibayarkan suami kepada istri sehingga istri

menggugatnya dalam gugatan rekonvensi.

4. Kelalaian, ialah perbuatan salah yang dilakukan bukan karena niat

melainkan semata-mata ada perihal yang membuat ayah melakukan

kesalahan yang bukan berdasar dari ketidaktahuan, sehingga kelalaian ini

dapat diperkarakan di Pengadilan

5. Putusan, ialah vonis yang dijatuhkan Pengadilan atas Gugatan yang

didaftarkan pada pengadilan tentang Nafkah Māḍiyah yang diajukan

suami dalam permohonan cerai talak no. 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

I. Metode Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman tentang putusan Pengadilan Agama

Cimahi Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi tentang diterimanya gugatan balik

(rekonvensi) nafkah Māḍiyah anak karena kelalaian Ayah, sesuai dengan

rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah ditetapkan, maka

penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dalam bentuk mempelajari

putusan Pengadilan Agama Cimahi tetapi juga dengan kajian pustaka yakni

Undang-undang Tentang perlindungan anak, KHI dan pandangan Hukum

Islam.
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Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh

lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai dengan hakikat

penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam

lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan

tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.20

Sementara itu, penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Oleh

sebab itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan

sebagai objek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan

benar, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan metode penulisan

skripsi ini sebgai berikut:

1. Data Yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar

dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber

sekunder.21 Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

a. Data tentang diterimanya gugatan balik (rekonvensi) dalam Putusan

Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari

mana data diperoleh.22 Sumber data penulisan skripsi ini terdiri atas

sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

20 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: t.p., cet IV, 2008), 180
21Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (tk: Gita Media Press,tt),211
22Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.Rineka Cipta,

2002), 129
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Yaitu sumber data yang diambil dan diperoleh penulis merupakan hasil

wawancara, antara lain:

1) Berkas putusan atas perkara cerai talak di Pengadilan Agama

Cimahi dengan Nomor perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan

mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

lainnya.23 Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data

sekunder berupa buku-buku dan dokumen penelitan yang terkait

dengan pembahasan ini antara lain:

1) Melalui hakim yang menangani perkara cerai talak penambahan

permohonan nafkah terhutang (Māḍiyah) anak Pengadilan Agama

Cimahi.

2) Berkas penelitian Hakim pengadilan Agama Yogyakarta dan

Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru tentang kajian terhadap

kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor 608K/AG/2003

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Yaitu penulusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data

yang tersedia. Dengan cara mempelajari berkas perkara berupa putusan

di Pengadilan Agama Cimahi.

23 Ibid.115
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b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam

percakapan yang beryijuan mendapatkan informasi.24 Dalam penelitian

ini wawancara dilakukan bersama dengan hakim yang menangani

tentang penetapan nafkah terhutang (Māḍiyah) anak di Pengadilan

Agama Cimahi. Dalam wawancara penulis menggunakan pertanyaan

yang terstruktur.

4. Teknik Pengelolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data

ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau

rumus-rumus tertentu.25

Yang termasuk dalam proses pengolahan data, secara singkat dapat

dilakukan sebagai berikut:

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data tentang putusan penerimaan

penetapan nafkah Māḍiyah anak terutama dari segi kelengkapan,

kesesuaian, keaslian, relevansi, dan keseragaman dengan permaslahan.

b. Analizing yaitu pembuatan analisa-analisa sebagai dasar penarikan

kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian terhadap identifikasi

hukum yang merupakan jenis dari penelitian Yuridis Empiris, penelitian

24 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 112
25Mahi M Hikmat, Metode Penelitian Dalam PerspektifIlmu Komunikasi dan Sastra, (Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2011),83
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terhadap efektifitas hukum yang membahas bagaimana hukum berlaku

dalam masyarakat.26

Selanjutnya penulis menganalisis perolehan data lapangan tersebut

diantaranya:

1. Metode Deskriptif yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau

menggambarkan data hasil penelitian, yang mengenai tentang Studi

Kasus Nafkah Māḍiyah anak

2. Pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berpijak pada teori yang

bersifat umum tentang Nafkah Māḍiyah cerai talak putusan, kemudian

mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian

tentang adanya putusan Pengadilan Agama Cimahi penerimaan

gugatan balik Nafkah Māḍiyah dalam permohonan cerai talak Nomor

perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi ysng kemudian dianalisis dengan

teori-teori tentang nafkah yang terdapat dalam kompilasi Hukum Islam

dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

anak dari teori tersebut kemudian diambil kesimpulan.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian peneliti tersistematis dan memudahkan peneliti

dalam membuat hasil laporan penelitian, maka peneliti menyusun sistematika

pembahasan sebagai berikut :

26 Zainudin ‘ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 30
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Bab Pertama, Mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, landasan teoritis tentang pengertian Nafkah lampau

(Māḍiyah) anak tinjauan yuridis dengan sub bab, konsep tentang Nafkah

Māḍiyah anak dalam perspektif Hukum Islam, nafkah Māḍiyah anak menurut

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan deskripsi hasil penelitian terhadap putusan

Pengadilan Agama Cimahi tentang penerimaan gugatan balik Nafkah

Māḍiyah dengan sub bab ulasan terhadap penerimaan permohonan penetapan

nafkah Māḍiyah dalam perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama,

putusan dan dasar hukum Pengadilan Agama Cimahi dalam penerimaan

permohonan penetapan Nafkah Māḍiyah dan hasil wawancara hakim.

Bab Keempat, merupakan analisis yang memuat analisi putusan

Pengadilan Agama Cimahi mengenai penerimaan permohonan penetapan

Nafkah Māḍiyah dalam perkara permohonan cerai talak Nomor:

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. Bab ini terdiri dari sub bab analisis Kompilasi

Hukum Islam pasal 156 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap

putusan hakim tentang penerimaan permohonan penetapan Nafkah Māḍiyah

dalam perkara permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Cimahi serta

analisis Hukum Islam terhadap pernerimaan permohonan penetapan Nafkah

Māḍiyah dalam perkara permohonan cerai talak.
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Bab Kelima, merurapakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran

yang mungkin dapat dipergunakan sebagai penyempurna penulisan skripsi

ini.
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BAB II

NAFKAH MĀḌIYAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG

PERKAWINAN, KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG

PERLINDUNGAN ANAK

A. Konsep Tentang Nafkah Anak dalam Islam

Secara bahasa nafkah berasal dari kata Bahasa Arab نفقة (nafaqah)

yang berarti biaya, ongkos, beban, tanggungan. (kamus al Ma’āni). Nafkah

juga berasal dari mashdar yang berarti ,انفاق الاخراج (membelanjakan) kata ini

tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja, adapun jama’-nya yakni نفقات

yang secara bahasa memiliki arti :

ما ينفقه الإالنسان على عيا له
"sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”1

Sedangkan menurut Kamal Muchtar, nafkah berarti “belanja, kebutuhan

pokok”. Maksudnya, ialah segala kebutuhan yang diperlukan oleh orang-

orang yang membutuhkannya.2 Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa

termasuk dalam kebutuhan pokok ialah pangan, sandang, tempat tinggal.

Sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu

hanyalah pangan.3

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah adalah dengan

mencukupi segala kebutuhan istri yang mencakup makanan, tempat tinggal,

1 Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu jilid II , cet.II, (Beirut: Dar al Fikr 1989) 765.
2 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004),

15
3 Djaman Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2003), 19
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pelayanan dan obat, meskipun dia orang kaya.4 Adapun yang dimaksud

dengan “nafkah” menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan

memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal

dan lain-lain, yang masih termasuk kebutuhan rumah tangga pada umumnya.

Selain tempat tinggal, maka keperluan rumah tangga yang wajib dipenuhi

oleh suami meliputi :5

a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari.

b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak.

c. Belanja dan pendidikan anak-anak.

Khusus untuk hal belanja, pemeliharaan dan pendidikan, ayah di

wajibkan memberikan nafkah bagi anak jika masih kecil, namun apabila

sudah baligh dan dewasa sehingga mampu mencari penghidupannhya sendiri,

maka ayah tidak wajib memberikannya nafkah lagi. Ukuran besar kecilnya

nafkah dalam pandangan golongan hanafi berpendapat bahwa agama tidak

menentukan jumlah nafkah, suami wajib menberikan nafkah kepada istri

secukupnya. Sedangkan menurut pandangan golongan Syafi’I berpendapat

bahwa dalam menetapkan jumlah nafkah diukur dengan jumlah kebutuhan,

dan juga melihat keadaan suami, jika suami kaya ditetapkan kewajiban 2 mud

setiap hari, sedangkan  untuk suami yang miskin ditetapkan 1½ mud.

Nafkah Māḍiyah Anak Dalam Perspektif Hukum Islam (Fiqh Islam).

Agama Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan, yang

didalamnya mengatur agar tidak ada yang dirugikan. Agama mewajibkan

4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2, 214
5 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 44.
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agar suami menafkahi istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan yang sah itu

seorang menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai

miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus.6

Nafkah artinya belanja, yang dimaksud disini yaitu memenuhi

kebutuhan makan, tempat tinggal, kebutuhan rumah tangga lainnya,

pengobatan dan anak. Memberi nafkah wajib hukumnya menurut al-Qur’an,

Sunnah. Firman Allah Q.S al-Baqarah 233 :

باِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَاوَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ 
Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para

ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan
menurut kadar kesanggupannya.”7

Dasar dalil tentang nafkah dan pendapat madzhab tentang jumlah nafkah.

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkan memberikan nafkah kepada istri

tercantum dalam Q.S at-Talāq ayat 6 :

نَّ أوُلاَتِ حمَْلٍ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدكُِمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيـِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُ 
فأَنَفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتىَّ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ 

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka
berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.”

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri

sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami juga wajib menafkahinya

bahkan setelah perceraian.8

6Ainul Falah, “Pembuktian dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Nafkah Madhiyah di
Pengadilan Agama Semarang” (Skripsi --UIN Wali Songo, Semarang, 2016), 35

7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 57
8Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002), 270.
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Dasar pemberian nafkah Māḍiyah menurut Hukum Islam tersirat dari

sebuah kisah dari Nafi’ dari Ibnu Umar, bahwa Umar Bin Khattab pernah

mengirim surat kepada para komandan pasukan tentang orang-orang yang

meninggalkan istri-istri mereka. Umar menyuruh para komandan untuk

memerintahkan mereka memberi nafkah atau menceraikan mereka dan jika

menceraikan istri mereka, maka orang-orang itu harus memberi nafkah

kepada istri mereka selama mereka menahan istri-istri mereka tersebut.

Demikian yang diriwayatkan Imam Syafi’i.9

Dari kisah tersebut dijelaskan bahwa kewajiban para suami untuk

memberikan nafkah kepada istri wajib baik masih dalam ikatan suami istri

ataupun telah bercerai dan juga wajib memberikan nafkah selama mereka

menahan istri mereka.

Menurut jumhur ulama dalam kitab fikih sunnah, kewajiban memberi

nafkah istri jatuh kepada seorang suami karena sebab dan syaratnya

terpenuhi, lalu suami menolak memberikannya, maka nafkah tersebut beralih

menjadi utang yang harus dilunasinya. Kedudukannya sama dengan utang sah

yang tidak gugur sebelum dilunasi atau diputihkan.10

Para ulama menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari

ayahnya dengan ketentuan sebagai berikut:11

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka atau mampu

untuk mencari rezeki. Apabila tidak memiliki harta atau tidak

9Ayub Hasan, Fikih Asatul Muslimah diterjemahkan oleh Abdul gofar, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2011), 443.

10Sayid Sabiq, Fiqih Sunah jilid 2, 352.
11 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah ….214
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mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab lainnya, ayah tidak wajib

member nafkah kepada anak-anaknya.

2. Anak tidak memiliki harta sendiri, seperti lumpuh atau cacat fisik.

Apabila anak sudah mempunyai rezeki atau mempunyai pekerjaan

tetap, ayah tidak wajib lagi menafkahi anak-anaknya.

3. Menurut madzhab Hanbali, antara anak dan ayah tidak berbeda

agama. Berbeda dengan jumhur ulama, bahwa perbedaan agama

tidak menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anak. Mereka

berpegang pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 yang tidak

menyebutkan perbedaan agama.

Jika seorang suami meninggalkan istrinya, maka tidak gugur

kewajibannya membayar nafkah, dan kewajiban tersebut menjadi utang

ketika suami kembali. Menurut penganut madzhab hanafi berpendapat bahwa

nafkah pada istri tidak menjadi hutang selama tiddak diwajibkan oleh

hakim.12

Hutang nafkah tidak dianggap gugur dengan kematian suami atau istri,

tidak pula dengan perceraian. Oleh karena itu, ia tetap menjadi hak mutlak

istri, sejumlah yang terhutang oleh suami selama masih berlangsungnya

hubungan perkawinan antara keduanya. Demikian juga jika suami meninggal,

maka hutang tersebut harus dibayarkan  kepada istrinya, sebelum harta

peninggalannya dibagi kepada ahli waris.13

12 Ayub Hasan, Fikih, 446
13Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II : Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para

Ulama, (Bandung: Karisma, 2008, 136.
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Sehingga nafkah Māḍiyah atau nafkah terhutang yang menjadi hak istri

tersebut dapat gugur, apabila istri secara sukarela dan tanpa paksaan

menggugurkan hutang tersebut atas suaminya, dengan demikian nafkah

terhutang dapat dianggap lunas.14

Kewajiban memberi nafkah tidak hanya di khususkan untuk istri, akan

tetapi anak-anak mereka, orang tua mereka yang miskin bahkan anak-anak

yatim dan anak-anak terlantar. Karena banyaknya kebutuhan yang di

butuhkan oleh keluarga, perlu dipahami kebutuhan pokok adalah pangan.

Sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang

berkewajiban membayar atau menyediakannya dan memenuhinya.15 Nafkah

dibagi menjadi dua macam:16

1. Nafkah untuk diri sendiri

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri didahulukan

dari pada untuk orang lain. Diri sendiri tidak dibenarkan menderita,

karena mengutamakan orang lain.

2. Nafkah untuk orang lain karena perkawinan dan hubungan kekerabatan

Setelah terjadi perkawinan, maka dengan sendirinya akan terjadi

perikatan bahkan dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk istri, maka

suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya paling kurang kebutuhan

pokok sehari-hari, tempat tinggal, pakaian juga termasuk kebutuhan

14 Nuriel Amiriyah, “Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian : Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 608/K/AG/2003”, Jurnal Hukum dan Syariah, No. 1, Vol. 6, (2015),
8.

15 Safuddin, Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam,(Jakarta: pustaka Bangsa,), 84
16 M. ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada media Group,

2006), 213
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pokok. Ada beberapa sebab wajibnya nafkah seseorang:

keturunan/kerabat, kepemilikan, karena pernikan.

Sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan mulia, ayah/suami tidak

akan menelantarkan kaluarganya. Dasar hukum memberikan nafkah anak,

yang termasuk dalam sebab wajibnya memberikan nafkah dari garis

keturunan terdapat dalam Q.S al-Nisa: 34

لَ اللهُّ بعَْضَھمُْ عَلىَ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَوُاْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ  امُونَ عَلىَ النِّسَاء بمَِا فَضَّ جَالُ قوََّ ٣٤الرِّ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena
Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian
yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah
memberikan nafkah dari hartanya.”17

Dari ayat diatas, menjelaskan jika kedudukan suami berada diatas istri,

maka sebagai suami, ia wajib melindungi keluarga dan mencari nafkah untuk

anak dan istrinya. Karena itu memberikan nafkah itu wajib karena diantara

keduanya berhubungan, anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya,

sedangkan orang tua juga wajib memerikan nafkah kepada anaknya.

Suami sekaligus ayah, tidak dibolehkan untuk melalaikan dan tidak

boleh melanggar kewajibannya dalam memberikan nafkah. Ada beberapa

suami yang tidak memberikan nafkkah kepada keluarganya akibat sifat kikir

dan bakhilnya, ada juga yang menganggap bahwa wanita pada era ini

merupakan wanita yang mampu menghidupi keluarganya, sehingga ada

beberapa suaami yang menyepelekan kewajiban mencari nafkah karena istri

sudah kaya dan mampu mencari nafkah untuk dirinya dan anaknya.

17 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 83.
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Kewajiban memberikan nafkah untuk anak, didalam Hukum Islam

dijamin bukan hanya ketika orang tuanya masih memiliki ikatan perkawinan

saja, akan tetapi ketika ikatan perkawinan antara ayah dan ibunya sudah tidak

ada, adanya sebab keturunan dan perkawinan merupakan alasan

diharuskannya anak di nafkahi oleh ayah.

Jadi, nafkah anak dalam Hukum Islam wajib bagi seorang ayah sebab

keturunan dan juga perkawinan yang termasuk dalam tiga sebab

diwajibkannya memberikan nafkah, seorang anak berhak mendapatkan

nafkah untuk kebutuhan hidupnya sama seperti ibunya yang mendapatkan

nafkah dari ayahnya. Selama orang tua mampu menafkahi anaknya maka

wajib baginya.

B. Nafkah Māḍiyah Anak Menurut Undang-Undang yang Berlaku di

Indonesia

Nafkah yang diberikan kepada anak tidak hanya dijamin di dalam

hukum islam saja, akan tetapi dalam hukum yang ada di Indonesia nafkah

yang berkaitan dengan hak anak juga dicantumkan, kewajiban memberikan

nafkah untuk menjamin kehidupan anak sangat diperhitungkan di Indonesia,

bahkan nafkah akibat perceraian kedua orang tuanya. Sering kita dengar

tentang nafkah Māḍiyah pada putusan persidangan perceraian, akan tetapi

pada kebanyakan nafkah tersebut dikabulkan untuk para istri saja, nafkah

Māḍiyah yang digugatkan kepada pengadilan jarang dikabulkan.

Secara istilah nafkah merupakan kebutuhan baik pangan, kesehata,

tempat tinggal yang harus dipenuhi oleh suami/ayah untuk keluarganya.
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Sedangkan Māḍiyah berasal dari kata (ماضى) dalam Bahasa Arab mempunyai

arti lampau atau terdahulu.18 Dan dalam sebuah kamus bahasa Indonesia

bahwa kata lampau memiliki dua makna yakni : 1) lalu, lewat, dan 2) lebih,

sangat.19

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah

Māḍiyah anak adalah nafkah lampau, atau nafkah terhutang setelah adanya

akad nikah yang seharusnya menjadi hak anak yang tidak terbayarkan dimasa

lalu oleh ayahnya yang kemudian dapat diambil kembali dengan cara tidak

lain melalui putusan pengadilan.

Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya akad nikah, maka akan

timbul hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Diantara kewajiban

suami terhadap istri yakni memberikan nafkah, baik berupa sandang, pangan

dan papan. Apabila nafkah dari kedua belah pihak tidak terpenuhi baik nafkah

lahir maupun batin maka seperti kasus pada umumnya, para pihak dapat

mengadukan dihadapan pengadilan. Adapun gugatannya bisa berbentuk

gugatan rekonvensi yang diajukan istri karena kelalaian suami tidak

menafkahi setelah perkawinan terjadi.20

1. Pengertian Nafkah Māḍiyah Menurut Hukum di Indonesia

Nafkah Māḍiyah menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Pengertian nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, namun didalamnya tercantum

18 Adib Bisri dan Munawwir al-Fatah, Kamus Al-Bisri, (Jakarta: Pustaka Progresif,1999), 174.
19 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia , (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 60.
20 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam …, 20.
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keterangan mengenai hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan

anak, yaitu terdapat dalam bab VI terdiri dari empat pasal yaitu pasal 30

sampai pasal 34 dan didalam bab X yang terdiri dari lima pasal, yaitu pasal

45 sampai pasal 49.21

Dasar pemberian nafkah Māḍiyah menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c), yang berbunyi

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuai kewajiban bekas istri”.

Termasuk didalamnya pemenuh nafkah Māḍiyah (lampau). Sebagaimana

tercantum dalam pasal 34 ayat (3), yang berbunyi:

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat

mengajukan guagatan kepada pengadilan”.22

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum

wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal

gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke pengadilan

yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat dan penggugat sesuai

dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.23

21Salma, Elfia dan Afifah Djalal, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis
Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat)”, Jurnal
Hukum Islam, No. 1 (Juni, 2017), 179.

22Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan
Penyelenggaraan Haji, (Jakarta: Alika, 2016), 72-73

23Lilis Nur Iftitah, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1517/Pdt.G/PA.Sda. Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Maḍiyah Dalam Permohonan Cerai
Talak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 20.
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Demikian halnya dalam masalah nafkah yang disengketakan, seperti

nafkah terhutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala

rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus

dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.24

Ketika seorang akan melangsungkan perkawinan, biasanya kedua

belah pihak akan mengadakan perjanjian tertulis yang di saksikan oleh

pegawai pencatat pernikahan atas persetujuan kedua belah pihak, yang

pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak diantara kedua belah

pihak dan mengingatkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Perjanjian

ini juga akan berlaku pada pihak ketiga.

Perjanjian ini akan batal dan tidak dapat disahkan apabila melanggar

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif, secara

agama maupun dari sudut pandang kesusilaan. Perjanjian ini mencakup

tentang nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya yang menjadi

persetujuan keduanya. Perjanjian ini berlaku sejak perkawinan terjadi dan

berakhir apabila perkawinan tersebut putus. Perjanjian yang telah

disepakati diawal perkawinan tidak dapat diubah,dibatalkan ataupun

dihapuskan, kecuali adanya persetujuan dari kedua pihak yakni suami dan

istri untuk mengubahnya dan atas adanya perubahan tersebut tidak

merugikan terhadap pihak ketiga (Bab V pasal 29 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suami Istri memikul kewajiban yang

24Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI),
(Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 187
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luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari

susunan masyarakat.

Suami dan istri adalah satu kesatuan dalam menjalankan kehidupan

berumah tangga. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi

promotor atau penggerak dalam rumah tangga tersebut, keduanya berhak

melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kelancaran

pelaksanaan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya. Apabila antara

suami dan istri salah satu diantara mereka ada yang melalaikan kewajiban

dan tidak terpenuhinya hak-hak diantara keduanya, yang termasuk dalam

hak-hak yang ada pada pihak ketiga, maka kedua belah pihak dapat

mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan PP. Nomor 9 Tahun

1975.

Pemenuhan kewajiban yang dimaksud yakni nafkah lahir dan batin

terhadap istri dan nafkah terhadap anak, selain dengan hal yang pokok

yang harus dipenuhi suami dan diperoleh istri dan anak dalam perkawinan,

apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran, maka pihak yang merasa

dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan berkaitan dengan hak-

hak yang tidak didapatkan selama perkawinan berlangsung. Segala yang

berkaitan dengan hal pokok telah diatur dalam Bab VI Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami dan istri.25 Setiap

orang yang menahan atau melalaikan hak orang lain untuk

25 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 142.
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kemanfaatanya, maka ia bertanggung jawab untuk menggantinya, hal ini

yang mmerupakan kaidah umum akan tetapi berlaku pada perkawinan.

Nafkah Māḍiyah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,

pengertian nafkah tidak diatur secara rinci, sama halnya dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak mengatur

secara eksplisit. Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang

kewajiban suami terhadap istri dan anak, yaitu tercantum dalam Bab XII

tentang hak dan kewajiban suami dan istri yang terdiri dari delapan pasal,

yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 84 dan dalam Bab XIV tentang

pemeliharaan anak yang terdiri dari Sembilan pasal, yaitu pasal 98 sampai

pasal 106.

Tugas kedua orang tua memang sangat berat. Masing-masing suami

istri memiliki tugas yang berbeda dalam beberapa hal, di samping

mempunyai tugas yang sama dalam hal lain, seperti dalam memberikan

teladan yang baik. Dalam KHI, hadanah diartikan sebagai pemeliharaan

anak. Pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh,

memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri

sendiri.26

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 tentang Pemeliharaan Anak

disebutkan bahwa :

26 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: CV. Pustaka
Setia, 2017), 92
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1. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

tahun, sepanjang anak tersebut tidak becacat fisik maupun mental

atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan

hukum di dalam dan diluar pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat

yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang

tuanya tidak mampu.27

Jika terjadi perceraian dalam suami dan istri yang bberkewajiban

memelihara anak dalam kompilasi hukum Islam tertera secara eksplisit

sebagai  berikut.

Pasal 105 yakni

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12

tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak

untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106 yakni

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya

yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena

27 Instruksi Presiden, Kompilasi Hukum Islam …, 25.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40

keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan asak

menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena

kesalahan dan kelalaina dari kewajiban tersebut pada ayat (1).28

Pasal 149 yakni

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa

uang atau benda, kecuali bekas isteri qobla al dukhul;

b. Member nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri talak ba’in

atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh

apabila qobla al dukhul;

d. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum

mencapai umur 21 tahun.29

Pasal 156 yakni

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan

ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya

digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;

2. Ayah;

3. Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah;

28 Ibid…., 26
29 Ibid…., 39
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4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurur garis samping ibu;

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan

hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang

bersangkutan Pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e. Putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); bilamana terjadi

perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan

Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), (c), dan

(d)

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

metetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

anak yang tidak turut padanya.30

Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak

kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan sudah berhak

30 Ibid…..,39
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mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan

kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tidak boleh siapapun mencampuri nafkah

seorang bapak terhadap anaknya, karena anak-anak itu adalah bagian dari

dirinya.31

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena nasab juga

karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan

pembelanjaan. Hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang

bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang paling dekat

dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas

pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan

nafkah anaknya. Apabila seorang ayah mampu tetapi tidak memberi

nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat

dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan

kewajibannya.32

Kewajiban orangtua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek yang

terdiri atas dua, yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiil. Pada

dasarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban orangtua, terutama ayah.

Jika ayah, karena sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut, ibu

harus memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Jadi

31 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah. Terjemah Haris Fadhly,
Ahmad Khatib, Judul Asli: al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah, (Surakarta: Era Intermedia,
2005), 617

32 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004), 63
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pada hakikatnya kewajiban tersebut adala kewajiban bersama antara suami

dan istri ketika keduanya masih hidup dalam suatu ikatan perkawinan.33

Apabila ayah melalaikan anak nafkahnya tetapi ternyata anaknya tidak

membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur. Jika anak

tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia

harus berhutang, ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan

kepada anaknya.34

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 105 (c)

disebutkan biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Dalam

pasal 149 tentang akibat putusnya perkawinan dalam ayat (d) disebutkan

pula bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Ditegaskan lagi dalam

pasal 156 (d) semua biaya hadanahdan nafkah anak menjadi tanggung

jawab ayah menurut kemampuanya, sekurang-kurangnya sampai anak

tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Nafkah Māḍiyah menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang

termasuk dalam pemenuhan haknya selain tercantum dalam kompilasi

hukum islam, secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang

Perlindungan anak. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, sebagaiman

diatur dalam pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Pemenuhan nafkah terhadap anak, berkaitan erat dengan terjaminnya

hak-hak dasar mereka, misalnya hak untuk hidup, hak anak dalam

33 Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, Hukum Perkawinan Islam, 96
34 Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, 175
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mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan, hak anak dalam

kepemilikan harta benda, dan hak anak memperoleh pengajaran.35

Ali Qaimi menjelaskan berbagai kebutuhan anak, meliputi : 1)

kebutuhan hidup jasmaniah. Mencakup makan, minum, tidur, istirahat,

pakaian, bermain dan beraktivitas, kesehatan, tempat tinggal, serta

keahlian dan keterampilan; 2) kebutuhan emosional. Mencakup penrimaan

ditengah keluarga, kasih sayang, penghormatan dan perhatian,

penghargaan dan pujian, belasungkawa dan perasaan sehati, pengawasan,

menangis, serta perasaan riang dan gembira; 3) kebutuhan ruhani (jiwa).

Mencakup dukungan, perasaan aman, keberhasilan, kebanggan, harga diri

dan kepercayaan diri; 4) kebutuhan sosial. Mencakup saling

kebergantungan, pergaulan dan persahabatan, peran dalam kehidupan

sosial, panutan dan idola, peraturan, tata tertib, dan pendidikan, serta sopan

santun dan akhlak; 5) kebutuhan akan nilai-nilai luhur semasa

pertumbuhan. Mencakup pengenalan diri, ilmu pengetahuan, tujuan hidup,

berdoa dan memuji, kebebasan, dan kemerdekaan, pertumbuhan dan

kesempurnaan, serta pertahanan dan pembelaan diri.36

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak yakni peraturan

yang menjamin hak, kewajiban dan perlindungan anak. Perlindungan hak-

hak anak sangat dipenting baik dari pihak orang tua, keluarga, masyarakat,

35Cholil, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : UIN-Malang, Press, 2013),
273.

36Ali Qaimi, Menggapai Langit Masa Depan Anak, trans. Muhammad Jawad Bafaqih, (Bogor:
Cahaya, 2002), 106-107.
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maupun negara. Perlindungan hak anak merupakan langkah awal sebagai

penunjang tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak, mengingat

anak adalah tumpuan penerus kemajuan dan perbaikan keluarga dan juga

bangsa.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas

UU Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak telah menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,

berakhlak mulia dan sejahtera.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan Anak

menjelaskan bahwa  setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan

pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat

kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.37 Maka nafkah yang

dibutuhkan anak sangat penting untuk kehidupannya saat ini dan

kedepannya. Pemenuhan nafkah dapat diartikan sebagai tanggung jawab

dari perilaku mengabaikan, melalaikan bahkan menelantarkan anak.

Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban

37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
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dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.38

Adapun pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan

bahwa dalam hal pengawasan dan pengasuhan anak hanya dapat

ditetapkan oleh pengadilan. Apabila tidak mampu dalam pemeliharaan,

pengasuhan terhadap anak, maka hak asuh anak akan dicabut, dan dalam

pencabutan hak asuhnya melalui pengadilan.39

Seperti ketentuan pasal diatas, dengan tegas menjelaskan bahwa

apabila mengupayakan hak atas anak agar terpenuhi oleh mantan suami,

maka harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Upaya pemenuhan hak

atas anak dapat pula berupa gugatan secara hukum pidana, dengan

membuat laporan kepada polisi bahwa mantan suami telah melakukan

penelantaran anak.

Dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap orang yang dengan

sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang

mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental,

maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah).40

Demikian hukum sangat melindungi hak setiap warga negaranya, dan

tegas mengatur ketentuan kewajiban ayah untuk memenuhi nafkah dalam

pasal 13 ayat 1 huruf c bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan

38 Aminah aziz, aspek hukum perlindungan anak, 33
39 Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47

dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan mengabaikan dengan sengaja

kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana

mestinya.

2. Kewajiban Menafkahi Anak

Ada beberapa sebab yang mewajibkan orang tua menafkahi anak,

layaknya anak menafkahi orang tua:41

1. Anak masih kecil yang belum mampu mencari nafkah sendiri.

Berbeda, apabila anak sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkah.

Namun, apabila anak tersebut benar-benar tidak mampu mencari

nafkah sendiri seperti gila dan penyakit lainnya yang menyebabkan

anak tersebut tidak dapat mencari nafkah sendiri, masih tetap menjadi

tanggungan ayah mereka.

2. Anak wanita miskin sampai ia bersuami, kecuali anak tersebut telah

mempunyai pekerjaan yang mampu menjadi pemenuh kebutuhan

hidupnya, akan tetapi tidak dapat dipaksa untuk bekerja mencari

nafkah sendiri. Ketika anak telah melakukan pernikaha, yang wajib

memberikan nafkah adalah suaminya, akan tetapi apabila suami

tersebut meninggal dan juga tidak mendapatkan warisan atau harta dari

perkawinannya, maka ayah berkewajiban lagi memberikan nafkah

kepadanya sama seperti sebelum dia menikah.

41 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga, 225
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3. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia suudah dewasa dan

mampu mencari rezeki. Kegiatan wajibnya adalah mencari ilmu,

jangan sampai karena mencari rezeki kewajibannya sampai terganggu.

Apabila ayah dalam keadaan fakir, akan tetapi mampu mencari nafkah

dan benar-benar bekerja namun tidak mencukupi, kewajiban memmberi

nafkah tidak dianggap gugur. Karena ayah masih mampu mencukupi

kebutuhannya. Jadi orang tua wajib memberikan nafkah pada anaknya,

apabila si anak tidak memiliki harta, hubungan antara orang tua dan anak

tidak akan terputus sekalipun orang tuanya bercerai. Dalam Pasal 45

Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan:

Ayat (1) yakni kedua orang tuua wajib memelihara dan mendidik ana-anak

mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orang tua yang dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri kwajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

keduanya terputus.42

3. Nafkah Pasca Perceraian

Ketentuan tentang perceraian dan akibatnya telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut

pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 akibat perceraian dengan jelas

bahwa pemeliharaan, pendidikan anak tetap menjadi kewajibannya,

berdasarkan kepentingan sang anak. Ayah yang bertanggung jawab atas

semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.

42 Instruksi Presiden, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, 74
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Akan tetapi apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka pegadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Nafkah pasca perceraian anak selain tercantum dalam UU No 1 Tahun

1974, Kompilasi Hukum Islam juga termasuk dalam Undang-Undang

Perlindungan anak, didalamnya termuat dan terjamin hak-hak anak.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50

BAB III

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA CIMAHI TENTANG PENERIMAAN GUGATAN BALIK

(REKONVENSI) NAFKAH MĀḌIYAH ANAK KARENA KELALAIAN

AYAH

A. Gugatan Nafkah Māḍiyah Anak di Pengadilan Agama

Perkara Pengadilan Agama di berbagai daerah di Jawa timur yang

tersebar di seluruh kabupaten/kota, dari putusan hakim tentang nafkah Māḍiyah

kebanyakan  yang dikabulkan gugatan nafkah Māḍiyah yang peruntukkan istri

akan tetapi nafkah terhutang anak atau Māḍiyah anak jarang dikabulkan dan

diputuskan dengan dasaran Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/

AG/2003 taanggal 23 Maret 2005 dalam pertimbangannya Majelis Hakim

bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil

intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan

nafkah kepada anaknya yang tidak terbayarkan (nafkah Māḍiyah anak) tidak

bisa digugat.

Sebagai contoh perkara yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun

2009 dengan Nomor perkara 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda perkara gugatan

rekonvensi yang meminta nafkah terhutang anak tidak dapat dikabulkan

kemudian Penggugat yang merasa dirugikan haknya dan anaknya kemudian

Penggugat melaporkan dan meminta perlindungan Perempuan dan Anak (P3A)

Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya melapor atau mengajukan aduannya terhadap

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang akan ditembuskan ke Pengadilan
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Agama Sidoarjo. Menanggapi aduan dari Pusat Perlindungan Perempuan dan

Anak (P3A) Kabupaten Sidoarjo. Maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

mengirim surat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo perihal meminta penjelasan

atas penolakan gugatan nafkah terhutang (nafkah Māḍiyah) yang diajukan oleh

seorang istri. Penjelasan Pengadilan Sidoarjo beserta alasan-alasannya atas

putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang menolak gugatan nafkah

terhutang (Māḍiyah) yang diajukan dalam perkara cerai talak dengan Perkara

Nomor: 1517/Pdt.G/2007/PA.Sda.

Pengadilan Agama Sidoarjo tidak menerima gugatan rekonvensi tentang

nafkah yang terhutang (Māḍiyah) dengan alasan, menimbang bahwa tuntutan

Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau yang terhutang. Maka Majelis

Hakim tidak dapat mempertimbangkan karena tidak jelas sejak kapan Tergugat

rekonvensi tidak memberi nafkah, disamping itu kepentingan biaya

pemeliharaan anak sebelum terjadinya perceraian, maka biaya tersebut menjadi

tanggung jawab kedua orang tua, jika ayahnya tidak memberi maka ibunya ikut

memikul biaya pemeliharaan anak tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 41 huru

b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu gugatan rekonvensi

tentang hal ini menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.1

Contoh penolakan gugatan rekonvensi nafkah terhutang atau nafkah

lampau anak yang pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Sampang

Perkara Nomor: 114/Pdt.G/2010/PA.Spg. dalam pertimbangan hakim

berdasarkan Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa

1 Lilis Nur Iftitah, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor :
1517/Pdt.G/PA.Sda. Tentang Penolakan Gugatan Nafkah Maḍiyah Dalam Permohonan Cerai
Talak” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 51.
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kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir batin kepada suami

dengan batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam, sesuai dengan

pemeriksaan dalam persidangan ternyata Tergugat sebagai suami belum dapat

melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara utuh sebagaimana yang

dimaksud Pasal 80 ayat 1, 2, 3, dan 4. Sehingga apabila Penggugat juga tidak

melaksakan kewajibannya sebagai istri harus ada keseimbangan dalam

melaksanakan kewajiban dan tidak sepatutnya menilai kesalahan hanya kepada

istri yang tidak melaksanakan kewajiban, sementara suami yang juga tidak

melaksanakan kewajiban dan hanya tidak dipersalahkan.

Dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa penggugat

sebagai istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan karenanya

dia berhak terhadap gugatan mengenai nafkah lampau a quo menimbang,

bahwa mengenai alasan Tergugat yang menyatakan bahwa ia senantiasa

memmberikan nafkah rutin  setiap bulan kepada Penggugat berdasarkan

keterangan saksi Pemohon di persidangan bahwa pemberian tersebut adalah

untuk nafkah anak Pemohon dan Termohon, sehingga nafkah untuk Penggugat

harus dinyatakan belum ada.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa Penggugat berhak terhadap nafkah lampau dari Tergugat, mengenai

gugatan tentang nafkah lampau anak, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Agung No. 608 K/AG/2003 tanggal 8 September 2004 dinyatakan bahwa

kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’

bukan li-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah
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kepada anaknya (nafkah Māḍiyah anak) tidak bisa digugat, maka gugatan

nafkah anak lampau sebesar Rp 1.200.000,- dinyatakan ditolak. Karena nafkah

anak selama pernikahan tidak hanya di tanggungkan kepada suami melainkan

di tanggung berdua dengan itri, jadi apabila suami tidak memberikan nafkah

pada anaknya tidak bisa disebut hutang dan tidak dapat dituntut olehnya.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003, yang putus pada

tanggal 23 Maret 2005, putusan tersebut merupakan putusan perkara perdata

agama dalam tingkat kasasi. Dimana istri sebagai Termohon/Penggugat

Rekonvensi/Pemohon Kasasi menggugat nafkah Māḍiyah anak atau nafkah

lampau anak, sebagai berikut:

Bahwa sejak Januari 2000 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi telah
melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah yang baik, sehingga anak
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ------------
berusia 14 tahun sekarang tinggal bersama penggugat Rekonvensi, oleh
karenanya pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut harus tetap
Penggugat Rekonvensi.2

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon/Penggugat Rekonvensi

memohon pengadilan Agama Buntok agar memutuskan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak dari
hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi
yang terhutang sebesar Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam
ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi segera setelah
putusan diucapkan.3

Namun dalam putusan Pengadilan Agama Buntok yang telah

menjatuhkan putusan pada Tanggal 5 November 2002, dalam rekonvensi

menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima. Kemudian

2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
3 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
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putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan Termohon telah

diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dengan putusan 5 Juni

2003, dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi

termasuk didalamnya gugatan nafkah Māḍiyah anak tidak dapat diterima.

Bahwa setelah itu Termohon/Pembanding mengajukan permohonan Kasasi

pada tanggal 11 Agustus 2003. Dimana alasan-alasan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya mengenai nafkah Māḍiyah anak

sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dan --------- mempunyai hak atas nafkah
terhutang. Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Palangkaraya yang tidak mempertimbangkan dan
menyatakan masalah nafkah terhutang Termohon Kasasi kepada Pemohon
Kasasi dan --------- tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan-
ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya telah
salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.4

Kemudian atas alasan dalam memori kasasi mengenai gugatan nafkah

terhutang anak tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya
adalah lii intifa bukan lii tamlik, maka kelalaian seorang ayah tidak
memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah Māḍiyah anak) tidak dapat
digugat.5

Sehingga dalam amar putusan oleh Mahkamah Agung yang putus pada

Tanggal 23 Maret 2005, menyatakan menolak gugatan Penggugat

Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi atas nafkah Māḍiyah anak.

Yurisprudensi ini banyak dijadikan dasar hukum umtuk memutus perkara yang

4 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003
5 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608/K/AG/2003



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55

sama tentang nafkah Māḍiyah anak yang dicantumkan dalam gugatan

rekonvensi di Pengadilan Agama di Indonesia.

B. Deskripsi Kasus Tentang Penerimaan Gugatan Balik (Rekonvensi) Nafkah

Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Talak

Putusan di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara :

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi. merupakan putusan hakim Pengadilan Agama

Cimahi tentang penerimaan gugatan balik nafkah Māḍiyah anak dalam perkara

cerai talak.

Perkara permohonan cerai talak yang putus di Pengadilan Agama Cimahi

didalamnya juga memutus gugatan nafkah Māḍiyah. Kasus ini diperiksa dan

diadili yang masih dalam wilayah kewenangannya yakni Pengadilan Agama

Cimahi, dan diputus oleh para majelis hakim yang terdiri dari tiga hakim yakni:

Drs. Ojon Rianklana, sebagai ketua majelis hakim, Drs. Supyan, sebagai hakim

anggota I, Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai hakim anggota II. Perkara ini

disidangkan sebanyak tujuh kali persidangan.

Perkara cerai talak antara Prasetyo Bin Nu’am Suwito, berumur 54 tahun,

beragama Islam, pekerjaan pensiunan, yang bertempat tinggal di Kp.

Lebakwangi, Desa Cingcin, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, sebagai

Pemohon melawan saudari Arini Savitri Binti Yahya, umur 51 tahun ,

pekerjaan honorer, tempat tinggal Desa Banyusari, Kecamatan Ketapang

Kabupaten Bandung, sebagai Termohon.

Pemohon merupakan suami sah dari pernikahan yang dilaksanakan pada

tanggal 20 Januari 1986 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Ketapang Kabupaten Bandung, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor 450/1986.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon berawal dengan rumah

tangga rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik.

Antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa

Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, dan dari perkawinannya

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Jely Maryono, lahir tanggal 28

Oktober 1988, Riky Suwondo Budiyono, lahir tanggal 25 januari 1989, Bruly

Hartono Budiyono, lahir tanggal 06 Juni 1995.

Akibat terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan

Termohon, Termohon sudah merasa sulit untuk diatasi dan tidak ada lagi

harapan untuk rukun, sehingga tujuan dari perkawinan membentuk keluarga

yang sakinah, mawaddah dan rahma mustahil untuk terwujud dan jalan akhir

Pemohon memilih mentalak Termohon sebagai jalan keluarnya.

Dalam proses perkara ini, antara Pemohon dan Termohon masing-masing

memberikan kuasanya kepada advokat/pengacara yang telah mereka tunjuk.

Pemohon menguasakan kepada kuasa Ariyana S. Ajishaka, S.ag., S.H., Dzikir

Zulkifli, S.Sy., Fajar Nugraha, S.Sy., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

18 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Cimahi dengan Nomor 1633 tanggal 25 Oktober 2017. Demikian juga

Termohon menguasakan kuasanya kepada Moch. Darkan, S.Pd.I, S.H., M.M.

berdasarkan surat kuasa khusus 27 November 2017 dan telah terdaftar di
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi dengan Nomor 1916 tanggal 11

Desember 2017.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama

Cimahi, Pemohon dan Termohon datang di muka persidangan dengan

didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Majelis Hakim memulai sidang

pertama dengan memeriksa identitas dari para pihak, kemudian Majelis Hakim

mendamaikan antara keduanya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2006

agar dapat membina kembali rumah tangga secara rukun, dan Majelis Hakim

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan proses

mediasi sebagaimana surat penetapan mediasi 20 November 2017.

Mediasi pada tanggal yang ditetapkan telah dilaksanakan. Pada sidang

berikutnya, dibacakan hasil mediasi oleh Majelis Hakim, akan tetapi

dinyatakan tidak berhasil/gagal berdasarkan surat hasil mediasi dari mediator.

Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon

yang diwakilkan kepada kuasa hukum Pemohon yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon.

Dalam permohonannya Pemohon menjelaskan bahwa sejak November

2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus dan dampak dari percekcokan tersebut sejak

Januari 2015 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah

ranjang dan sejak itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri.

Perselisihan dan pertengkaran disebabkan : sudah tidak ada ikatan batin lagi

antara Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak taat lagi kepada
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Pemohon, dugaan adanya wanita idaman lain yang menjadi orang ketiga dalam

rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi

mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara

Pemohon dengan Termohon sudah sulit diatasi sehingga tujuan perkawinan

membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mengajukan gugatan

cerai talak di Pengadilan  Agama Cimahi agar berkenan menjatuhkan putusan

yaitu: menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,

menetapkan, member ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak

terhadap Termohon, menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku.

Dalam sidang berikutnya tanggal 11 Desember 2017 Termohon telah

mengajukan jawaban secara tertulis dengan mengajukan gugatan rekonvensi

kepada Pemohon. Dalam konvensi Termohon menolak semua dalil-dalil

Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.

Bahwa yang dikatan Pemohon dalam posita nomor 3 yang menyatakan

bahwa….”akan tetapi tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak November 2014 yang mengakibatkan pisah

ranjang….” Merupakan pengakuan tulus dari Pemohon, disini Termohon

jelaskan, bahwa pertengkaran bukan dari November 2014 melainkan dari awal

mempunyai anak pertama dikarenakan adanya WIL (Wanita Idaman Lain).
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Bahwa yang dikatakan Pemohon pada nomor 4 yang menyatakan…..”

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan :

sudah tidak ada ikatan bathin lagi antara Pemohon dan Termohon, Termohon

tidak taat pada Pemohon, diduga adanya Wanita Idaman Lain.

Tentang Termohon tidak taat pada Pemohon, merupakan pengakuan yang

mengada-ada, yang tidak taat Pemohon sendiri, missal kalau disarankan ibadah

sholat, Pemohon suka marah-marah, kemungkinan dikarenakan Pemohon

merasa sebagai anggota TNI-AD aktif, sehingga tempramen tinggi dan suka

KDRT, padahal saat ini sudah Purna Tugas.

Sedangkan tentang pengakuan “…. diduga ada Wanita Idaman Lain….”

merupakan bukti pengakuan/fakta persidangan adalah bukti yang sudah tidak

digunakan lagi.

Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam gugatan rekonvensi. Dalam gugatan

Rekonvensi yang dicantumkan dalam jawaban Termohon, didalamnya

mencantumkan gugatan nafkah Māḍiyah atau terhutang dari Tergugat

(Pemohon konvensi) yang tidak diberikan oleh suami selama perkawinan

berlangsung dan pisah tempat tinggal. Selain itu dalam gugatan rekonvensi

juga memohon agar menetapkan secara hukum membayar nafkah idah, nafkah

mut’ah, nafkah anak dari biaya pendidikan serta kesehatan terhadap anak yang

masih kuliah Bruly Hartono Budiono sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

perbulan, menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar nafkah terhutang kepada anak kandungnya yang masih kuliah.
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Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik pada tanggal

08 Januari 2018 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon

seluruhnya, memberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam

Rekonvensi menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Termohon juga mengajukan duplik secara tertulis tanggal 15

Januari 2018 yang pada pokoknya,  dalam konvensi Termohon menolak

permohonan cerai talak Pemohon DK/ Tergugat DR untuk seluruhnya,

menghukum Pemohon DK/ Tergugat DR untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini. Dalam Rekonvensi dalam pokok perkara

mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya, membebankan biaya

perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sidang selanjutnya dengan agenda pengajuan alat bukti berupa bukti

surat serta dibawah sumpah saksi-saksi oleh kedua belah pihak.  Pihak

Pemohon mengajukan tetangga dari dua saksi yang ada untuk memberikan

keterangan. Saksi I memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan

bahwa Termohon kurang perhatian dan kurang menghargai Pemohon, saksi

pernah menerima pengaduan Termohon jika anaknya yang kuliah di

kedokteran telah selesai. Saksi II Pemohon memberikan keterangan yang isinya

perselisihan terjadi karena Termohon tidak menghargai dan tidak taat lagi

kepada Pemohon, anak Pemohon dan Termohon yang telah selesai kuliah,

namun masih menjalani praktek/koas.
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Pihak Termohon mengajukan sepupu dari saksi-saksi yang ada untuk

memberikan keterangan dipersidangan. Saksi I Termohon dibawah sumpahnya

memberikan keterangan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon

disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, sejak 3 tahun

yang lalu Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon, saksi tahu penghsilan

Pemohon ketika masih dinas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah

pensiun Termohon  dan anaknya tidak diberikan nafkah oleh Pemohon. Saksi II

Termohon memberikan keterangan dibawah sumpahnya sama seperti

keterangan saksi I Termohon. Keterangan dari saksi-saksi tentang besaran

pembayaran pensiun Pemohon dan keterangan masih kuliah Nomor

KTR/319/FK/UNJANI/XI/2017  telah di lampirkan Termohon pada bukti surat

dengan materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai penguat

keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan oleh

Termohon.

Setelah agenda pembuktian, sidang dilanjutkan dengan penyampaian

kesimpulan dari pihak Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya tetap pada

pendiriannya masing-masing. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan putusan

oleh majelis hakim dengan uraian putusan telah tercantum dalam berita acara

sidang perkara ini.6

Salah satu sumber hukum yang digunakan memutus perkara ada al-

Qur’an, Hadits, undang-undang dan yurisprudensi, akan tetapi bukan berarti

dalam memutus perkara harus menggunakan semua sumber hukum itu,  jika

6 Berkas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi 26 Agustus 2019
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hakim mengganggap cukup dengan menggunakan undang-undang saja, maka

cukup dengan undang-undang tersebut.

Dalam memutus Putusan ini hakim menggunakan ijtihad Hakim, karena

Yurisprudensi tidak mengikat pada putusan lain, dan tidak mengikat pada

orang yang mempunyai perkara yang sama, kecuali suatu putusan yang sudah

diputus oleh hakim, maka mengikat pada orang yang berperkara tersebut dan

harus dilaksanakan, dieksekusi. Jadi adanya yurisprudensi yang mengatakan

bahwa kebutuhan anak hanya lii intifa’ itu sumbernya tidak jelas, padahal

dalam qoul Imam Syafi’i mengatakan bahwa kelalaian seorang ayah tetapm

menjadi kewajibannya yang harus ia tunaikan.

Jadi yurisprudensi 608K/AG/2003 merupakan qoul qodim jika

dihubungkan dengan undang-undang perlindungan anak, apalagi dalam

undang-undang perlindungan anak, anak harus dinomor satukan, anak harus

dibiayai oleh bapaknya baik dari pendidikannya, kebutuhannya. Maka tidak

sebanding dengan apabila ayah memiliki harta yang melimpah, mobil

bermacam-macam merknya, rumah dimana-mana sedangkan ibu harus bekerja

keras mencari uang untuk menghidupi anaknya dan memenuhi kebutuhan ayah,

bukan ayahnya tidak mampu, akan tetapi ayahnya yang lalai. Ketidak

mampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan juga harus melalui putusan

pengadilan. Tidak bisa seorang ayah dihukum langsung tidak bisa memenuhi

kewajibannya karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah mengatur,

apabila ayah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup bisa dialihkan kepada ibu

harus dengan putusan pengadilan.
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Tidak semerta-merta ayah dinyatakan bebas seenaknya, harus dinyatakan

dulu oleh pengadilan apabila dia tidak mampu dengan alasan cacat fisik itu

juga harus melalui proses persidangan, apabila tidak mampunya ayah karena

malas tidak mungkin. Jika ayah cacat fisik, cacat mental tidak mungkin untuk

memenuhi kebutuhan maka bisa dijadikan alasan ketidak mampuan ayah, akan

tetapi jika ayah cacat fisik, dia punya usaha dan perusahaan besar dan

penghasilan ayah tetap wajib memberikan dan memenuhi kebutuhan anak.

Ketidak mampuan ayah harus dengan putusan pengadilan, jika tidak ada

putusan pengadilan maka hakim bebas untuk menilai ayah tidak menunaikan

kewajibannya.

Hakim menggunakan undang-undang perlindungan anak, karena masih

berkaitan sekali dengan hak anak. Undang-undang kehakiman, menyatakan

bahwa hakim berkewajiban untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat.

Jadi hakim tidak hanya mengambil dari hukum-hukum yang ada, dari

yurisprudensi saja tapi hukum disekitar yang belum menjadin konstitusi harus

diangkat. Contohnya kebiasaan masyarakat tidak ada dalilnya tapi ini

memerlukan kejelasan hukumnya, yang sudah digunakan dikalangan

masyarakat yang tidak tertulis, tidak bisa dijadikan hukum yang pasti, kecuali

sudah digunakan dalam putusan pengadilan.

Kebanyakan perkara seperti ini terlalu terikat dengan yurisprudensi yang

ada, padahal yurisprudensi tidak mengikat pada hakim. Jika dirasa susah untuk

menggunakan ijtihad, kebanyakan hakim dalam memutus akan menggunakan
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yurisprudensi. Jadi terkesan tidak mau menggali hukum yang diinginkan

masyarakat yakni hukum yang adil.

C. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cimahi Dalam

Penerimaan Gugatan Balik (Rekonvensi) Nafkah Māḍiyah

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi memeriksa dan

memutus perkara dengan Nomor 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi dalam Konvensi

bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian

antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR jo.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pada pokoknya Pemohon tetap ingin mentalak Termohon  dengan alasan-

alasan terjadi perselisihan, tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak

November 2014, penyebabnya Termohon tidak taat lagi pada Pemohon,

putusnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon dan diduga adanya

wanita lain, puncaknya pada bulan Januari 2015 Pemohon dengan Termohon

pisah tempat tinggal.

Termohon dalam jawaban atas permohonan Pemohon mengakui adanya

perselisihan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga, Termohon menolak penyebab

yang didalihkan oleh Pemohon, penyebabnya karena Pemohon yang memiliki

sikap tempramen tinggi dan setiap Termohon usai melahirkan, Pemohon

menikah lagi dengan wanita lain dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon

dan anak-anaknya selalu diusir oleh Pemohon hingga Termohon keluar rumah

sampai saat ini menyewa rumah.
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Dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan Pemohon dan

Termohon serta bukti dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah

sumpahnya pada pokoknya mereka mengetahui perselisihan antara Pemohon

dan Termohon.  Perselisihan bukan hanya berwujud saling berbicara keras

dalam keadaan marah, tapi dapat pula berupa sikap diam dan tidak saling

bertegur sapa yang membuat keduanya tidak serumah lagi sejak tahun 2016

tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing merupakan tanda

rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah.

Berdasarkan pertimbangan hakim, menurut ketentuan pasal 19 huruf (f)

PP Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian

dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

membina rumah tangga”, maka dapat dipahami bahwa perselisihan dan

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah

tangga antara keduanya sudah hancur (broken marriage), sehingga tujuan dari

perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam sangat sulit bahkan tidak akan pernah terwujud

diantara keduanya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya

Pemohon diberikan izin untuk mengikrarkan menjatuhkan talaknya.
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Dalam Rekonvensi menurut Hakim gugatan rekonvensi dengan

pertimbangan konvensinya tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan

rekonvesinnya. Menurut Majelis Hakim Penggugat mengajukan gugatan

rokonvensi bersamaan dengan jawaban dalam permohonan konvensi sudah

sesuai dengan ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR.

Dalam gugatan rekonvensi Penggungat memohon  agar Hakim mengadili

gugatannya :

1. Nafkah terhutang isteri/Penggugat selama 36 bulan sejumlah Rp

9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

2. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang sejak Bulan Maret 2016

selama 21 bulan sejumlah Rp 10.500.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. Biaya hadlonah anak yang belum dewasa setiap bulan sejumlah Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah);

4. Nafkah selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta

rupiah);

5. Membayar nafkah mut’ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut,

Tergugat menyatakan menolak tuntutan Penggugat, karena Tergugat masih

mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak, Tergugat hanya sanggu

membayar dan memenuhi tuntutan akibat nafkah akibat perceraian : nafkah

Idah selama tiga bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), mut’ah

sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dalam replik dan duplik antara

Penggugat dan Tergugat tetap dengan tututan gugatan dan jawaban masing-
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masing. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dinyatakan bahwa segala biaya hadhanah

(pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut

kemampuannya sekurang-kurangnya ayah wajib memberikan nafkah sampai

anak tersebut dewasa atau sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu), mampu

mengurus diri sendiri atau anak mampu kawin, menurut Pasal 9 dan Pasal 49

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal

156 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat selaku ayah tidak boleh

melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anak dan

dalam hal ini termasuk nafkah terhutang/Māḍiyah . Majelis Hakim juga

mempertengahkan hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai

berikut :

كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت

Artinya : “seseorang dianggap melakukan dosa, jika dia menyianyiakan

orang yang wajib dia nafkahi.” (HR. Ahmad 6842 dan

dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Selama

proses persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan,

sehingga Majelis Hakim akan menentukan besarnya kewajiban nafkah akibat

terjadinya perceraian yang harus dibayarkan Tergugat sebagai suami terhadap

Penggugat sebagai istri dan dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat masih

membutuhkan biaya penghidupan dari orang tuanya khususnya ayah, maka

ayah tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah
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kepada anaknya  karena kelalaian seorang ayah dalam memenuhi nafkah anak

merupakan bentuk penelantaran dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga,

padahal Tergugat mampu memenuhinya yang diancam oleh undang-undang

ancaman dengan sanksi pidana dan denda. Majelis Hakim membebankan

kepada Tergugat atas tuntutan Penggugat tentang nafkah Māḍiyah anak

untuk membayar nafkah terhutang anak sejak Bulan Desember 2016 atau

selama satu tahun sejumlah Rp 6.000.000,- (lima juta rupiah).

Pada dasarnya Yurisprudensi bukan hukum yang mengikat pada

hakim dan harus mengikutinya, tapi Yurisprudensi yang di Putus oleh

Mahkamah Agung bisa dijadikan  salah satu rujukan oleh hakim, jadi meskipun

ada Yurisprudensi yang menyatakan bahwa nafkah Māḍiyah anak tidak dapat

diterima seperti itu, akan tetapi sebagai Majelis hakim tidak harus mengikuti

dan terpaku pada hukum tersebut, karena hukum yang ada di Indonesia bukan

coomon law, jadi hakim bebas untuk menentukan dasaran untuk memutus

suatu perkara.

Salah satu sumber hukum yang digunakan memutus perkara ada al-

Qur’an, Hadits, undang-undang dan yurisprudensi, akan tetapi bukan berarti

dalam memutus perkara harus menggunakan semua sumber hukum itu,  jika

hakim mengganggap cukup dengan menggunakan undang-undang saja, maka

cukup dengan undang-undang tersebut.

Berdasarkan  ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo Pasal 149 KHI karena dianggap Penggugat sebagai isteri nusyuz dan

ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal Pasal 80



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69

ayat 4 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499/K/AG/2000 tanggal

12 Juni 2003 bahwa hakim secara ex officio dapat menetukan suatu kewajiban

bagi suami isterinya berupa nafkah selama iddah dan mut’ah menurut

kemampuan dan kesanggupan. Berdasarkan bukti Tergugat berpenghasilan

sebagai pensiunan setiap bulan sebesar Rp 2.725.700,- (dua juta tujuh ratus dua

puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Alasan Majelis Hakim tidak memberikan nafkah Māḍiyah terhadap

Penggugat, dikarenakan Penggugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat.

Meskipun keluar akibat diusir oleh Tergugat, akan tetapi seharusnya tetap izin

terlebih dahulu agar tidak nusyuz.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim perceraian yang

diajukan atas kehendak suami maka terhadap Tergugat sebagai suami dibebani

kewajiban terhadap bekas isteri untuk membayar nafkah akibat perceraiang

terhadap Penggugat berupa nafkah selama Iddah dan mut’ah berdasarkan

kepatutan, kelayakan dan kemampuan atau kesanggupannya untuk membayar

nafkah iddah selama masa iddah kepadan Penggugat sebesar Rp 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah). Majelis menentukan mut’ah atas kemampuan

Tergugat pada Penggugat serta dihubungkan dengan kondisi saat ini yang

jumlahnya Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Berdasarkan pendapat ulama dalam Fiqh ala Madzahibil Arba’ah juz IV

halaman 576 “sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk

isteri yang ditalak raj’i baik merdeka atau budak.”
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Dengan demikian putusnya perkawinan dalam perkara a quo adalah atas

inisiatif Tergugat dengan talak raj’i, maka Penggugat dinyatakan berhak

memperoleh jaminan nafkah terhutang anak/Māḍiyah , maskan dan kiswan

selama dalam masa iddah raj’iyyah tersebut. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan

menolak selebihnya.

Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang saat ini menjadi Hakim

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memberikan keterangan tentang

pengambilan dasar hukum Pasal 156 KHI, Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-

Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undnag-

Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Hakim Pengadilan Agama Cimahi mengabulkan gugatan nafkah

terhutang anak karena menilai tidak adil jika ayah yang seorang pensiunan

memiliki uang banyak dan memiliki usaha mandiri, akan tetapi tidak mau

membiayai anaknya yang kuliah di Kedokteran, sedangkan ibunya bekerja

keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, apalagi jika meminjam untuk

memenuhi kebutuhan anaknya bisa dilebihkan hukuman yang di bebankan.

Dalam putusan lain ada yang menerangkan meminjam kepada orang lain, yang

dipinjam kepada orang lain menjadi tanggungan bersama dalam nafkah

Māḍiyah itu, akan tetapi masuk dalam harta bersama. Akhirnya dikaitkan

sampai banding dan dikuatkan bahwa nafkah yang terhutang harus dibayar.

Kebanyakan hakim sekarang jika masih menggunakan yurisprudensi tersebut

berarti masih menggunakan qoul qodim, tidak relevan dengan keadaan
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sekarang ibu yang bekerja keras sedangkan ayahnya yang lalai dibiarkan tidak

mau membayar hutang nafkah tersebut. Dalam ketentuan undang-undang anak

diberi nafkah bukan hanya dewasa (21), akan tetapi sampai anak tersebut

mandiri.
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BAB IV

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI

MENGENAI PENERIMAAN GUGATAN BALIK NAFKAH MĀḌIYAH

DALAM PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK NOMOR

8500/Pdt.G/2017.Cmi.

A. Analisis Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor

Perkara 8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Perkara yang terjadi  merupakan Gugatan atas kasus nafkah Māḍiyah

anak lampau ini dicantumkan dan merupakan lanjutan dari perkara cerai talak

yang diajukan oleh Pemohon (suami) seperti yang tercantum dalam Bab III

sebelumnya. Pengadilan Agama Cimahi menerima dan memeriksa perkara

ini, dan dilakukan sesuai tahapan-tahapan atau proses beracara sesuai perkara

perdata di pengadilan yakni setelah diadakannya mediasi yang dilaksanakan

baik dari pihak keluarga ataupun Pengadilan, akan tetapi mediasi tidak

berhasil.

Fakta hukum yang terjadi saat persidangan, setelah proses jawab

jinawab, selanjutnya Pemohon dan Termohon diminta menghadirkkan alat

bukti oleh Majelis Hakim. Pada tanggal 22 Januari 2018 kedua belah pihak

membawa alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi yang kemudian

diperiksa oleh Majelis Hakim. Setelah pemeriksaan alat bukti, pada tanggal

19 Maret 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439H,

Pengadilan Agama Cimahi sesuai dengan kewenangannya mengadili perkara

yang ada pada pengadilan tingkat pertama dengan membacakan putusan
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dalam sidang terbuka untuk umum, yang  pada amar putusannya

mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian diantaranya mengabulkan

gugatan rekonvensi atas nafkah terhutang/Māḍiyah anak, menghukum

Tergugat untuk membayar nafkah anak  setiap bulan hingga anak mandiri,

menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mutah.

Dikabulkannya nafkah Māḍiyah anak oleh Majelis Hakim di lingkup

Pengadilan Agama tidak begitu sering ditemukan. Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cimahi menerima gugatan tersebut dengan ijtihad hakim dan

menggali hukum supaya keadilan yang diinginkan oleh masyarakat terwujud

kepastian hukum, dengan menggunakan dasar pertimbangan Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam

Pasal 156 dan diperkuat dengan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pertimbangannya, Hakim memberi alasan bahwa memberikan

nafkah adalah kewajiban bagi seorang ayah baik masih dalam satu keluarga

atau pasca putusnya ikatan perkawinannya. Deskripsi kasus diatas

menggambarkan bahwa persidangan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum

acara yang berlaku di Indonesia dan masih dalam wilayah kewenangan

Pengadialan Agama Cimahi unuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus

dan eksekusi perkara. Menjatuhkan hukuman sesuai dengan yang diminta dan

seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak.
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Penerapan hukum telah sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga

hakim dapat mengadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim

haruslah mengandung kepastian hukum agar dapat menjadikan kontribusi

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Putusan Hakim

juga harus mengandung unsur keadilan karena hakim juga harus mengakui

hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dan sesuai dengan keadilan yang

diinginkan oleh masyarakat.

Putusan Hakim ini telah mengandung kepastian hukum karena telah

dapat memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang terjadi antara kedua

belah pihak. Bukan hanya keadilan hukum akan teapi kemanfaatan juga telah

tercapai dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang perkara ini, karena

hakim tidak hanya mengejar unsur keadilannya saja akan tetapi juga

kemanfaatan yang ada pada kedua belah pihak. Bukti telah tercapainya

kemanfaatan dalam putusan ini adalah putusan ini telah mendatangkan

kebahagiaan atau kepuasan bagi pihak yang berperkara dan mengatasi konflik

yang ada. Bukan berarti karena kemanfaatan hukum tercapai, putusan ini

mengabaikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukumnya

dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang

dihadapi pihak yang berperkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Keadilan hukum yang ada yakni antara hak dan kewajiban bagi

para pihak, hak menjatuhkan talak dan kewajiban membayarkan nafkah

lampau bagi Pemohon. Dalam memutuskan perkara asas-asasnya juga harus

terpenuhi, dinalar dan dipertimbangkan dengan nalar yang baik.
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B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Penerimaan

Gugatan Balik Nafkah Māḍiyah Anak pada Perkara Nomor

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi

Setelah mencermati alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Cimahi atas putusan dalam perkara nomor:

8500/Pdt.G/2017/PA.Cmi mengenai penerimaan gugatan rekonvensi tentang

nafkah terhutang anak dalam permohonan cerai talak. Ada beberapa

pandangan baik dari Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada hakim yang memutus

putusan atas perkara tentang nafkah terhutang anak (nafkah Māḍiyah) dalam

perkara cerai talak, alasan serta dasar yang dipakai dalam pengambilan

putusan oleh hakim lebih cenderung dan dominan berpegang pada Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1), Kompilasi

Hukum Islam Pasal 156 dan diperkuat dengan Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang menerima gugatan

rekonvensi yang diajukan oleh Termohon, Hakim mempunyai alasan bahwa

Yurisprudensi tidak mempunyai hukum yang mengikat pada setiap hakim,

dan tidak setiap perkara yang sama harus diputuskan dengan Yurisprudensi

tersebut. Mereka berpendapat bawah nafkah, kebutuhan anak pada dasarnya

merupakan kewajiban orang tua terutama ayah. Apabila tidak ada alasan yang

tepat dari ketidak mampuan seorang ayah untuk mengalihkan kewajiban ayah
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kepada ibu, maka tidak bisa begitu saja hakim memutuskan bahwa ayah tidak

mampu memenuhi kebutuhan anak, ketidak mampuan ayah dalam memenuhi

kebutuhan anak harus diputus dengan putusan pengadilan.

Maka nafkah lampau anak atau nafkah Māḍiyah anak seharusnya bisa

digugat atau dituntut jika melihat Undang-undang yang berlaku di Indonesia

sebagaimana nafkah Māḍiyah istri yang dapat dituntut. Menurut Hakim yang

memutus perkara ini, yurisprudensi itu masih merupakan qoul qodim dan

tidak relevan jika digunakan pada masa sekarang jika dihubungkan dengan

Undang-undang perlindungan anak.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam perceraian kedua orang tua

sama sekali tidak menghentikan kewajiban ayah atas anak. Dalam ketentuan

tersebut sudah menjawab dengan tegas bahwa perceraian, perpisahan kedua

orang tua tidak akan menghentikan kewajiban seorang ayah untuk tetap

memenuhi kebutuhan anak hasil perceraiannya sekurang-kurangnya sampai

anak berumur 21 tahun, dewasa ataupun sudak menikah.

Adapun dalam hal ketidak mampuan ayah dalam memberikan nafkah,

pengadilan dapat menetapkan ibu ikut menanggung nafkah anak jikalau ayah

terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban atas nafkkah anaknya sesuai

dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sesuai dengan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pengadilan

dapat pula dengan  mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya

untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Alasan hakim menerima gugatan nafkah anak lampau berdasarkan
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wawancara, salah satu alasannya yakni karena tidak ada kesepakatan besaran

nafkah yang akan diterima oleh anak tersebut, maka dari itu bedasarkan pasal

ini hakim memutuskan kadar nafkahnya.

Dasar hukum Hakim dalam memutus perkara dengan alasan dan

analisis dari Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 :

a. Hukum yang digunakan sebagai yurisprudensi merupakan qoul qodim,

belum ada ayat al-qur’an dan Hadits yang menyatakan bahwa nafkah anak

merupakan lii intifa’ sehingga tidak bisa dituntut kepada suami apabila

tidak dibayarkan.

b. Ketidak sesuaian dengan undang-undang yang ada, yakni undang-undang

perkawinan dan kompilasi hukum islam yang dengan jelas menyatakan

bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya

sekurang-kurangnya sudah dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

meskipun sudah terjadi perceraian.

c. Lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya, tertama dampak bagi

anak dan ibu. Ibu yang harus banting tulang mencari nafkah untuk

memenuhi kebutuhan anak dan keluarga, belum lagi seorang ibu harus

mengurus pekerjaan rumah. Dampak negatif untuk anak yakni melihat

keluarganya yang tidak utuh lagi.

d. Tidak adil antara ayah, ibu dan anak. Setiap keluarga pasti memiliki

kewajiban masing-masing, akan tetapi tidak akan adil jika kewajiban ayah

yang harusnya memenuhi kebutuhan dan nafkah untuk istri dan anak akan
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tetapi lalai dalam kewajibannya tanpa ada alasan dan sebab yang pasti,

menjadikan istri yang harus memenuhi kebutuhan. Hal ini tidak adil untuk

istri dan anak karena hak-haknya tidak terpenuhi karena kelalaian ayah.

Putusan tentang penerimaan nafkah terhutang anak (nafkah Māḍiyah)

juga didukung dengan undang-undang perlindungan anak, Pasal 9 dan Pasal

45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan

tetapi disini penulis juga menyamtumkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 9 ayat 1 dijelaskan bahwa : setiap

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat

bakatnya.1

Dengan jelas dalam pasal tersebut anak berhak memperoleh pendidikan

dan pengajaran, jika anak tidak mendapatkan nafkah dari ayah berarti anak

tidak bisa memperoleh haknya mendapatkan pendidikan untuk

mengembangkan diri, maka hak anak tidak terlaksana. Sedangkan ibu dalam

keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak seorang diri, dapat diartikan

bahwa anak dalam kondisi memerlukan nafkah dari ayah.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: setiap anak selama dalam

pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung

jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a.

1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara No. 297 Tahun 2014, 5.
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diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d.

kekejaman; kekerasan; dan penganiayaan; e. ketidak adilan; dan f. perlakuan

salah lainnya.2

Jika ayah mengusir istri dan anak-anaknya untuk pergi meninggalkan

rumah, melalaikan anak dan istri, tidak memberikan nafkah. Ketika anak dan

istri diusir dari kediaman, maka otomatis anak akan mendapatkan kerugian

baik moril dan materil dari perlakuan tersebut, maka dapat dikategiorikan

pengusiran tersebut bentuk dari penelantaran ayah terhadap anak dan istrinya.

Karena dalam hal ini ayah sudah lari dari tanggung jawab yakni merawat,

mengasuh dan mendidik serta melindungi anak.

Apalagi jika ayah dalam kondisi mampu secara fisik dan keuangan

untuk menafkahi namun sengaja melalaikan. Sehingga berakibat ibu harus

memenuhi kebutuhan anak, membiayai anak, merawat, mengasuh, mendidik

dan melindungi anak seorang diri. padahal dalam Pasal 45 Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 jelas meyebutkan bahwa orang tua memiliki

kewajiban dan tanggung jawab terhadap anaknya, bahkan sejak masih dalam

kandungan, apabila orang tua dan keluarga tidak sanggup melaksanakan

tanggung jawab, maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib

memenuhinya.

Artinya kewajiban tersebut bukan hanya berlaku untuk ibu, akan tetapi

berlaku juga  untuk ayah, keluarga dan pemerintah. Baik pemerintah daerah

maupun pusat ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan anak, karena

2 Ibid., 5.
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kebutuhan anak merupakan hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang

yang akan dijatuhi sanksi ataupun denda jika melanggarnya. Maka kewajiban

ayah terhadap anak yang telah dilalaikan, tidak terpenuhi ketika orang tuanya

masih dalam perkawinan yang sah, maka nafkah Māḍiyahnya dapat dianggap

sebagai hutang bagi ayah. Pemenuhan nafkah Māḍiyah anak ini, bertujuan

untuk memberikan pemahaman serta pelajaran terhadap seorang ayah akan

kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah terhadap anak. Pada nantinya

diharapkan tidak ada penelantaran dan kelalaian dari ayah selaku kepala

keluarga untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap

keluarga.

Dari alasan-alasan penerimaan dan dikabulkannya gugatan rekonvensi

tentang nafkah terhutang anak, disini penulis setuju. Karena masalah nafkah

dalam hal perkawainan sangatlah penting, apalagi Pemohon dan Termohon

sudah menjadi orang tua, meskipun pernikahannya akibat kecelakaan atau

hungan luar kawin, akan tetapi jika sudah menjadi keluarga nafkah anak

harus tetap diberikan karena itu adalah haknya. Sudah jelas jika ayah tidak

memenuhi kewajibannya dapat dikenai sanksi pidana atau denda. Begitu

dilindunginya hak anak, agar tetap bisa hidup, mendapatkan pendidikan,

kesehatan, perlindungan, sehingga sama seperti hak anak lain.

Tidak dipenuhinya kebutuhan nafkah lampau anak, termasuk

deskriminasi terhadap anak secara tidak langsung, apalagi yang berkaitan

dengan pendidikan, karena ketika anak sudah memilih pendidikannya yang

ditempuhnya secara tidak langsung anak sudah menata dan merencanakan
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kehidupannya dimasa depan. Nafkah yang terhutang sebelumnya apabila di

bayarkan maka akan bisa dijadikan bantuan terhadap ibunya yang selama ini

bekerja keras untuk mencarinya.

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang nafkah

terhutang anak berlandaskan Pasal 156 KHI dan Pasal 9 dan 45 UU Nomor

35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Maka jika dikaji

dari hukum islam yang menjadi pedoman hukum orang islam, nafkah adalah

hak istri dan anak mendapatkan makanan, pakaian, kediaman, obat-obatan,

serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri seorang

wanita kaya.3

Besaran nafkah atau kadar nafkah menurut Imam Syafi’i diukur dari

kesempitan atau kemampuan suami, menurut pandangan ulama lain tidak

menentukan perbedaan jumlah dan kualitas nafkah orang kaya dan orang

miskin, tetapi menjelaskan keadaan suami bukan kualitas kebutuhan istri.

Dijelaskan juga memberi nafkah secara ma’ruf yakni memberi makan dan

pakaian yang layak.

Putusan Pengadilan Agama Cimahi yang berkenaan dengan nafkah

Māḍiyah anak, berbeda dengan putusan pengadilan agama lainnya yang

mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung, karena Majelis Hakim

Pengadilan Agama Cimahi menggunakan ijtihad, tidak seperti kebanyakan

putusan di pengadilan lain menolak gugatn rekonvensi tentang nafkah

3 Sayid Sabiq, Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2,214.
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Māḍiyah anak dengan dasaran dalil bahwa nafkah anak merupakan lilintifa’

bukan li tamlik.

Dalam aretikel tentang kajian nafkah terhutang anak yang dilakukan

oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hakim Pengadilan Agama

Banjarbaru, definisi intifa’ berasal dari kata nafa’a yang berarti afada

(memberi manfaat atau berfaedah) untuk memperoleh atau mengambil

manfaat, sementara tamlik berasal dari kata malaka, yamliku, yang berarti

memiliki. Dalam keterangannya menjelaskan bahwa Hakim tingkat kasasi

atupun banding merujuk pada kitab Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu karya

Wahbah Al Zuhaily termaktub pada juz 7 halaman 829 dalam kitabnya

mengemukakan :

Pendapat kalangan Syafiiyah: nafkah terhadap anak itu tidak menjadi
hutang bagi orang tua kecuali dengan adanya perintah atau izin hakim
dikarenakan orang tua tersebut lalai atau tidak bersedia memberikan nafkah.
Menurut fuqoha, (kewajiban orang tua) memberikan nafkah terhadap anak
gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (dituntut) atau
dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak
itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah
terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi.

Dalam tulisannya para hakim menganalisis dari kacamata hukum

bahwa, baik secara hukum islam dan hukum positif pemenuhan kebutuhan

keluarga merupakan kewajiban primer seorang ayah. Peralihan kewajiban

juga melali dua cara, secara “sosiologis” dan cara “yuridis”. Secara sosiologis

cara pengalihannya secara sosial dalam lingkungan hidup keluarga, kesadaran

ini didasarkan pada adanya tanggung jawab mengambil alih peran disertai

dengan dukungan dari keluarga lain. Sementara cara yurudis dilakukan

melalui proses hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama.
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Dalam tulisannya juga menerangkan jika tuntutan pemenuhan nafkah

terhadap anak dan keluarga bahwa keikhlasan seorang ibu sangat digerus.

Dengan demikian, sebenarnya banyak hakim yang tidak begitu setuju dengan

yurisprudensi yang ada, karena dengan adanya ketentuan tersebut secara tidak

langsung membebaskan ayah dari kewajiban dan tanggung jawabnya.4

Jadi dari alasan-alasan hakim dan pertimbnagan yang dilakukan oleh

hakim Pengadilan Agama Cimahi sudah benar, karena tidak semua

yurisprudensi yang ada harus diikuti dan tidak memiliki kekuatan yang

mengikat, Majelis Hakim masih memiliki ijtihad Hakim yang masih bisa

digunakan untuk menciptakan keadilan didalam masyarakat. Majelis Hakim

mengambil rujukan dari artikel tentang analisi terhadap yurisprudensi yang

dilakukan oleh Hakim Yogyakarta dan juga Hakim Banjarbaru tidak lain

yakni melihat dari pertimbangan yang tertulis didalam artikel.

Nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis

yang harus digali oleh hakim dan merumuskan menjadi suatu putusan.

Putusan hakim merupakan proses penegakan hukum yang bertujuan untuk

mencapai kebenaran hukum dan terciptanya kepastian hukum. Kepastian

hukum dalam putusan ini yakni : pertama, yakni memberikan solusi atau

memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.

Kedua, efesien yakni memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketiga, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar putusan hakim.

4 Ahmad Zuhdi Muhdlor dan M. Natsir Asnawi, “Apakah Nafkah Madliyah (Lampau) Anak Yang
Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa? (Kajian Terhadap Kaidah Yurisprudensi MA RI Nomor
608K/AG/2003)”, dalam http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyahanak.html, diakses
pada 10 September 2019.
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Keempat, dapat memberikan rasa tartib dan rasa nyaman kepada masyarakat.

Kelima, memberikan kesempatan yang sama antara para pihak. Kepastian

yang ada dalam putusan ini, sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terjadi

dalam persidangan dan telah dipertimbangkan dengan hati nurani. Putusan

hakim harus mementingkan antara kepastian hukum, keadilan, dan

kemafaatan hukum tercapai didalamnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil kasjian diatas, penulis dapat menyimpulkan

beberapa poin:

1. Dikabulkannya gugatan balik (Rekonvensi) nafkah Māḍiyah anak yang

diajukan oleh Arini Savitri Binti Yahya selaku Termohon dan Penggugat

Rekonvensi sah, karena mempunyai dasar untuk melakukan gugatan

rekonvensi yang terletak pada saat pengajuan jawaban  dalam perkara

perceraian (cerai talak) melawan Prasetyo Bin Nu’am Suwito selaku

Pemohon dan Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Cimahi. Alasan

dikabulkannnya gugatan nafkah terhutang anak atau nafkah Māḍiyah

anak yang dikabulkan sebagian oleh Hakim adalah saudara Tergugat

termasuk orang yang masih mampu dalam memenuhi kebutuhan anak,

saudara Tergugat tidak memberikan nafkah selama 21 bulan kepada anak

Penggugat, karena tidak ada kesepakatan dan tidak ada sesuatu yang

menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan anak,

karena ketidak mampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak harus

diputuskan dengan putusan pengadilan.

2. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia Pasal 45 Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 9 dan Pasal 45 Undang-Undang
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Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Putusan yang di

putus oleh Hakim Pengadilan Agama Cimahi tentang  nafkah terhutang

atau nafkah Māḍiyah anak yang tidak dibayarkan oleh ayah akan  tetap

menjadi hutang bagi ayah,dalam termasuk bentuk penelantaran terhadap

anak, ayah harus membayarkan hutang nafkah tersebut. Karena

yurisprudensi Mahkamah Agung pada dasarnya tidak mengikat pada

hakim dan tidak mengikat pada perkara yang sama.walaupun

bertentangan dengan yurisprudensi yang ada, akan tetapi  hak anak

sampai kapanpun akan melekat pada dirinya dan menjadi tanggung jawab

orang tua meski keduanya telah bercerai, sampai anak dewasa (berumur

21 tahun) atau sudah menikah.

B. Saran

Sebagai para hakim, pertimbangan hukum dan penggalian hukum

sangat diperlukan untuk mewujudkan keinginan masyarakat yakni

mendapatkan keadilan, adil bagi kedua belah pihak dan tidak

memberatkan salah satu pihak tanpa menghilangkan hak-hak orang lain.

Karena tidak semua kasus yang sama dan harus diputuskan dengan dasar

pertimbangan yang sama, hakim punya ijtihad untuk menentukan dasar

hukum putusan yang berkaitan dengan hak yang berhubungan dengan

anak, karena anak adalah harapan bangsa dan tumpuan keluarga. Wallahu

a’lambishawwab.
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